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PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya, maka untuk kelancaran pelaksanaannya
perfu pengaturan lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerab;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999),

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaharn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725},

. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran WNegara Republik
Indonesta Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peiaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (L.embaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
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Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013},

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Menten Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor
14); y

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2011 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
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Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; ’

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wayb kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, perseckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
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pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagt wajib pajak untuk menghitung penyetor dan melaporkan pajak
yang terhutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender .

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa
pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya;

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah labih dari 10 (sepuluh).

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel
untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelangkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha
restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Billing Sistem yaitu program yang digunakan untuk mencatat dan mengatur segala
transaksi dengan mengeluarkan hasil cetak untuk disampaikan kepada pelanggan.
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Kas Register adalah suatu perafatan mekanik maupun elektronik untuk menghitung
dan mencatat transaksi penjualan yang biasanya terintegrasi secara modul dengan
laci (cash drawer) untuk menyimpan sejumlah uang yang umumnya juga
mengeluarkan hasil cetak dari struk penjualan (receip?) untuk pelanggan

Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati ofeh
setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
berolahraga.

. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang

digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

Penyelenggara hiburan adalah orang pnbadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pthak lain
yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk
melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan
petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral buka logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batu bara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang
dilakukan oleh Pemerintah.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dan
bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau
bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan ata dengan cara
digantung atau ditempeikan pada benda lain.

Reklame kain adalah reklame yang terbuat dari kain, karet, plastik, vinyl atau bahan
yang sejenis atau dalam bentuk spanduk.

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang terbuat dari kertas atau bahan
lainnya dan dilekatkan pada bangunan atau benda lain.

Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan, atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.

Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa
reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini
reklame vyang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau
ditempatkan pada kendaraan.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya.

Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara
yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat atau pesawat apa pun.
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36 Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan sarana film/slide yang
diputar pada layar atau benda lain dipancarkan melalui proyektor.

37. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempatkan
suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.

38. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa reklame.

39 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah
permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori dan jalan kabel.

40. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum vyang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau atas nama
pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

41. Kawasan (Zone} adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

42 Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame.

43. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang di tetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kabupaten/kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.

44. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.

45, Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

46. Parkir adalah keadaan baik bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat
sementara,

47. Tempat Parkir adalah kawasan terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk
menyelenggarakan parkir kendaraan diluar badan jalan yang bersifat komersil dan
non komersil.

48. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar
badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran.

49. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan atau batuan di bawah
permukaan tanah.

50. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau batuan di bawah
permukaan tanah.

51. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk maraga collocalia yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia lincha yang
dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.

52. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang
sendiri di alam bebas.

53. Habitat buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak
yang diusahakan dan di budidayakan oleh manusia.

54. Usaha budidaya burung walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan
bangunan ataun gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan
berkembang biaknya burung walet.



55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

67.

68.

69.

Pengusahaan budi daya burung walet adalah upaya terpadu untuk
mengembangbiakan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan
manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum,
melakukan penataan ruang dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budi
daya burung walet.

Pengusaha budi daya burung walet yang selanjutnya disebut pengusaha adalah
orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya burung
walet yang merupakan usaha produksi sarang burung walet sebagai salah satu
sumber pendapatan atau mata pencaharian.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta
laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan dan pertambangan.

Hak atas Tanah dan/atau Bagunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yamg selanjutnya disingkat SPOP adalah surat

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melaui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adaiah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.



70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat
pemberitabuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak
daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurag bayar tambahan, surat
ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
datam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat
pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah
kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan
pajak daerah nihil, surat ketetapan keputusan pembetulan atau surat keputusan
keberatan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat
keputusan keberatan yang diajukan yang diajukan oleh wajib pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode tahun tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dain pivicsional
berdasarkan suatu standar dasar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daecrah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melakSatinn hoiinmiuai poratuiait perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dacrah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1
JENIS PAJAK
Pasal 2
Jenis pajak terdiri dari :
Pajak Hotel,
Pajak Restoran,
Pajak Hiburan,
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Pajak Reklame;



Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah,

Pajak Sarang Burung Walet,

oo o®

—

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bungunan.

BAB II1
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Pajak Hotel

. Pasal 3

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan
untuk umum; atau

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Bagian Kedua
. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.

(2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir
yang telah disediakan.

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih
menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(5) NPWPD dibenikan kepada pengusaha hotel untuk satu kegiatan usaha pada suatu lokasi



atau suatu tempat tertentu.
(6) NPWPD Pajak Hotel beriaku untuk jangka waktu tak terbatas.

Pasal 5
(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajtb mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampatkan kepada Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

(4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

(5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Billing Sistem Atau Kas Register
Pasal 6

(1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mempergunakan billing sistem dan atau kas
register.

(2) Billing sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Lembar I untuk Objek Pajak;
b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
¢. Lembar III untuk Wajib Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan kas register, maka roll kas register merupakan
tanda bukti pembayaran.

(4) Salinan billing sistem dan roll kas register harus diserahkan kepada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan kalender.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Tarif Pajak

Pasal 7

(1) Pajak Hotel pada dasarnya dipungut dari para konsumen yang melakukan pembayaran
kepada pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan
termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan.

(2) Pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk
rumah kost dengan jumah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas



seperti rumah penginapan tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana yang
tersebut pada ayat (2), maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban menanggung
semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Masa Pajak Dan Ketetapan Pajak

Pasal 8

(1) Masa pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender yang merupakan dasar menetapkan
pajak yang terhutang,

(2) Setiap SPTPD yang telah disampatkan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangam oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterima,
selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

Pasal 9

(1) Bupati menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan
pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap
pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik
dan benar.

(3) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN dan STPD.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Objek Pajak Restoran
Pasal 10

(1) Obyek Pajak Restoran adalah setiap Pelayanan yang disediakan restoran dengan
pembayaran.

(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan
dan/atau minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapan, baik yang bersifat
permanen maupun tidak permanen, seperti restoran, rumah makan, rumah minum,
kantin, cafetaria, warung kopi dan pedagang kaki lima (warung tenda) atan +e—- -

*

tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan -

Pasal 11

(1) Setiap orang yang makan di Restoran wajib memba
oleh Pengusaha Restoran.

(2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak yang m
pelanggan / tamu yang makan di Restoran wajib me
kepada pelanggan / tamunya.

(3) Pungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Peng
didalam Kas Register.




(4) Hasil pungutan Pajak Restoran wajib disetorkan oleh Pengusaha Restoran kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor PokokWajib Pajak
Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.

(2) Untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan.

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau Kuasanya masih
menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(5) NPWPD diberikan kepada Pengusaha Restoran satu kegiatan usaha pada suatu lokasi
atau suatu tempat tertentu.

(6) NPWPD Restoran berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas iengkap dan benar
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

(4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari dafiar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

(5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tanda Bukti Pembayaran
Pasal 14

(1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mempergunakan billing sistem dan atau
Kas Regtster.



(2) Untuk Pengusaha Restoran yang mempergunakan billing sistem manual (bon) terlebih
dahulu harus diperporasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

(3) Billing sistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Lembar [ untuk Objek Pajak;
b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Lembar [II untuk Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan Kas Register, maka roli Kas Register
merupakan tanda bukti pembayaran.

(5) Salinan billing sistem dan roll Kas Register harus diserahkaan kepada Satuan Kerja
Pengeloiaan Keuangan Daerah setiap tanggal 7, 14; 21 dan 28 bulan kalender.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran dengan
besaran nominal batas peredaran (omzet) restoran dan rumah makan minimal Rp.
500.000/bulan.

Pasal 16

(1) Untuk pedagang kaki lima (warung tenda) yang bersifat insidentil media pungutan
pajak menggunakan karcis dengan nilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) perkarcis
perhari.

(2) Dalam hal pengusaha Restoran tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana
yang tersebut pada ayat (1) maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban
menanggung semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 17

Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat menunjuk
pengusaha selaku Wajib Pajak dengan dasar self assesment yang melaksanakan perhitungan
dan penyetoran sendir1 dengan ketentuan wajib menyelenggarakan :

a. Pembukuan secara teriib dan lengkap;
b. Menggunakan Kas Register yang tertib;
c. Menggunakan billing sistem dengan tertib, lengkap dan benar.

Pasal 18

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak restoran yang
terhutang;



b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang dipertukan.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bekerjasama atau mempergunakan tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupatt.

(4) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila diperlukan dapat melakukan uji
petik terhadap penyelenggaraan usaha Restoran untuk mengetahui besarnya omzet
penjualan yang sesungguhnya.

Bagian Keenam
Masa Pajak Dan Ketetapan Pajak

Pasal 19

(1) Masa Pajak restoran jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan kalender yang merupakan
dasar untuk menetapkan pajak yang terhutang.

(2) Pajak Restoran terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran di Restoran.

Pasal 20

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pengelolaan
Keuvangan Daerah.

(2) Setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas, wajib dtisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima,
selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

Pasal 21

(1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menetapkan pajak
yang terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap
Pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik
dan benar.

(3) Bupati melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN dan STPD.

BABV
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
Pasal 22

(1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.

(2) Untuk memperoiech Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir
yang telah disediakan.

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Kenangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih
menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar
serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

(4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

(5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 24

(1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dengan dipungut bayaran wajib mempergunakan
Tiket / HTM yang sudah diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Kubu Raya.

(2) Bentuk dan isi tiket/HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat

a. Nomor Seri dan atau Huruf;
b. Nama Kegiatan Hiburan,;

¢. Nama dan Cap Penyelenggara,

d. Tanda-tanda lain yang diperlukan.

(3) Potongan tiket/HTM harus diserahkan kepada DPPKAD Kabupaten Kubu Raya setiap
selesai pelaksanaan kegiatan hiburan atau setiap akhir bulan (untuk usaha hiburan

jangka panjang).



BAB VI
PAJAK REKI.AME

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Reklame
Pasal 25

(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat atas
nama Bupati.

(2) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh :

a. Orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas
namanya sendiri berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;

b. Badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan
atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya; atau

¢. Perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk
dan atas nama orang atau badan.

Bagian Kedua
Perizinan Reklame

Pasal 26

(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Pejabat dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.

(2) Izin penyelenggaran reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas.
(3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) diberlakukan untuk reklame jenis billboard.

(4) Untuk jenis reklame selain biltboard, ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak diperlukan,
namun tetap harus dikoordinasikan ke pejabat.

Pasal 27

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dilengkapi dengan
persyaratan sebagai berikut -

a. NPWPD,

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemchon;

Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
Gambar konstruksi reklame;

Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi
penyelenggaraan reklame yang terietak di luar prasarana kota;

o oo o

f  Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan

g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya
berakhir tidak dilakukan perpanjangan.

(2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku pada lokasi panggung reklame.

(3) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat.

(4) Uintuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai
rewerunail Daerah, Pejabat dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan



untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang
lama.
Pasal 28

(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang harus mendapat rekomendasi teknis
dari Satuan Kerja terkait adalah:

a. Reklame yang titik lokasinya belum ditetapkan atau baru;

Reklame di atas prasarana atau sarana kota, di atas tanah atae bangunan yang
dikuasai oleh Pemerintah; atau

¢. Konstrukst reklame terbuat dari baja, besi, dan atau sejenisnya dengan ketinggian
kaki minimal 5 meter di atas tanah dan / atau menempel pada bangunan dan titik
lokasinya belum ditetapkan atau konstruksinya baru.

(2) Permohonan izin reklame yang tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja
terkait adalah:

a. Reklame yang ukuran, bentuk, dan titik lokasinya telah ditetapkan serta
konstruksinya berumur kurang dari S (lima) tahun; atau

b. Jenis-jenis reklame yang meliputi reklame kain/spanduk/bendera, melekat/sticker,
selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, suara, film/slide, dan

peragaan.

(3) Formulir Surat Ijin Menyelenggarakan atau Pemasangan Reklame sebagaimana
tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara
tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan mengisi formulir yang telah disediakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hart sebelum izinnya berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus melamptrkan:
a. NPWPD;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
¢. Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
d

. Izin reklame tahun sebelumnya;

a

Cuiai  puayataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi
penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana kota,

Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan

g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya
berakhir tidak dilakukan perpanjangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pajak Reklame
Pasat 30
(1) Jangka waktu pajak reklame adalah :

a. 1 (satu) tahun untuk reklame papan, billboard, videotron, megatron, wall painting
serta reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

b. 1 (satu) bulan untuk reklame selebaran, brosur, leaflet, melekat (stiker) dan udara;



¢. Harian untuk reklame kain, spanduk, umbul-umbul dan baliho;
d. 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk reklame film/slide.

(2) Pemasangan reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap dihitung sampai jangka waktu masa pajak.

(3) Dalam hal pajak reklame sebagaimana pada ayat (1) huruf a telah habis masa berlakunya
namun tidak atau belum diperpanjang pada tahun berikutnya dengan dibuktikan adanya
penyampaian SPTPD dan bukti pelunasan pajak untuk tahun berkenaan, maka atas titik
rekiame tersebut akan dilakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyebaran Reklame

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh wilayah Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada kantor-kantor pemerintah dan kawasan yang
dilarang.

(2) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat

nama kantor, badan, Satuan Kerja, serta reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-
pesan Pemerintah kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 32

(1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan
penyelenggaraan reklame wajib melakukan pendaftaran dan mengisi formulir
pendaftaran dan pendataan dengan lengkap, jelas, dan benar.

(2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pejabat dan wajib pajak dicatat dan didaftarkan dalam buku himpunan wajib pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai daftar induk wajib pajak.

(3) Berdasarkan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan wajib pajak dan NPWPD.

Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak wajib mengisi
SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat yang
berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak belum
menyampaikan SPTPD, dapat dikeluarkan Surat Teguran.
(4) Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam buku atau kartu data, yang selanjutnya
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

(5) Contoh Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah secbagaimana tercantum pada
Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 34
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame,

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,
lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media
reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
menjumlahkan Nilai Media Reklame dan Nilai Strategis pemasangan reklame.

(6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) ditentukan oleh faktor-
faktor:

a. Jenis reklame;

b. Luas bidang reklame;

c. Ketinggian,

d. Jangka waktu pemasangan; atau
e. Jumlah unit reklame;

(2) Media Reklame sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menjumiahkan nilai luas
dengan nilai ketinggian.

(3) Nilai luas sebagaimana ayat (2) dihitung dengan mengalikan nilai luas bidang reklame
dengan luas.

(4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan tarif
ketinggian dengan tinggi.

Pasal 36

(1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) ditentukan oleh faktor-
faktor:

a. Lokasi;

b. Kawasan,

c. Sudut pandang;

d. Ketinggian, atau

e. Nilai satuan nilai strategis;

(2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Jumlah
Skor dengan Nilai Satuan Nilai Strategis.



(3) Jumlah Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai
skor masing-masing faktor yang telah diberi bobot.

(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam prosentase yang
keseluruhannya berjumlah 100%.

(5) Skor ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 37

(1) Luas reklame di hitung berdasarkan seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna
tempat penyajian gambar atau kata dar pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

(2) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran Panjang Reklame
dikalikan dengan Lebar Reklame atau berdasarkan permohonan yang dimaksud oleh
penyelenggara.

Pasal 38

(1) Lokasi tempat-tempat pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh perhitungan penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Khusus untuk reklame papan nama toko dan papan nama usaha yang melebihi 0.5 m? (meter
persegi) akan dikenakan tarif sesuai perhitungan pajak reklame.

Bagian Ketujuh
Alat-Alat Peragaan Reklame

Pasal 40

(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk,
dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya
satu tiang;

b. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya terdiri atas
dua tiang;

c. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk angka;
atau

d. Menempel adalah sarana reklame yang menyelenggarakannya dengan cara
menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi
tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

(2) Material reklame dapat terdiri dari:
a. Kain;
b. Kertas film;
¢. Papan;
d. Lampu electronic;

e. Aluminium,;



f Plastik;
g Seng,
h. Fiberglas;
i. Vinyl; atau
j- Campuran.
(3) Bentuk Reklame dapat berbentuk:
a. Persegi;
b. Silinder;
¢. Kerucut;
d. Bulat, atau
e. Tidak beraturan.
(4) Cara penyajian reklame dapat berupa:
a. Bersinar, adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar,

b. Disinari, adalah jenis reklame yang dalam penyajian pesannya dibantu alat
penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;

c. Tidak bersinar, adalah jenis reklame yang bidang reklamenya tidak memakai lampu
sebagai alat bantu penyinaran;

d. Statis, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya, baik bidang reklame maupun
materi pesan yang disajikan bersifat statis;

e. Bergerak, adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan
memakai sistem yang memberikan kesan bergerak; atau

f. Bersuara, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu oleh alat pengeras
suara.

Bagian Kedelapan
Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame

Pasal 41
(1) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame harus dilakukan oleh badan yang berbentuk:
Perseroan Terbatas;
. Yayasan;
. Perkumpulan;

a.
b

c

d. Koperasi;
e. CV;atau
f Firma.

(2) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame atau Biro Jasa harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum :
1. Terdaftar pada Satuan Kerja,
2. Memiliki Izin Usaha;
3. Memiliki NPWPD.,
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b. Persyaratan Khusus :

1. Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan, dan
penyelenggaraan promosi  suatu  produk, atau program penyuluhan
kemasyarakatan,;

2. Memiliki studio perencanaan dan workshop;

3. Memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam
penyelenggaraan reklame; atau

4. Memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan
penyelenggaraan reklame.

Ruang lingkup usaha perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame terdiri atas:
a. Pembuatan rancangan gagasan atau jasa konsultan;
b. Pembuatan dan pelaksanaan konstruksi baik sarana maupun media iklan; dan

c. Pengurusan izin penyelenggaraan reklame, izin konstruksi, dan rekomendasi dari
Satuan Kerja terkait.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Reklame
Pasal 42
Pengawasan administratif dilakukan terhadap:
a. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
b. Status penyelenggaraan reklame; dan

¢. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesvai dengan
ketentuan yang berlaku.

Setiap petugas pengawasan operasional pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:

a. Reklame yang akan dipasang; dan

b. Reklame yang telah dipasang.

Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk
menilai:

a. Ukuran bidang rekiame;

b. Lokasi penempatan reklame;

¢. Pesan atau isi reklame yang disajikan;

d. Struktur konstruksi sarana reklame;

e. Penempelan sticker reklame; dan

Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk
menilai:

a. Pemilikan dan masa berlaku izin;

b. Ukuran bidang reklame;

¢. Lokasi penempatan reklame;

d. Pesan atau isi reklame yang disajikan,

e. Struktur konstruksi sarana reklame;



%)

(6

9

(1

(2)

3)

4

(5)

(6)

f. Penempelan stiker rekiame; dan

Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas
pengawasan operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

Apabila dalam melakukan pengusutan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Bentuk dan model stiker reklame sebagaimana ayat (4) poin f sebagaimana tercantum
pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Kesepuluh
Penertiban Reklame
Pasal 43

Penertiban reklame dilaksanakan Satuan Kerja Pengelolan Keuangan Daerah dengan
berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait terhadap:

a. Reklame terpasang tanpa izin;
b. Reklame terpasang tanpa izin yang habis masa berlakunya;
¢. Reklame terpasang tanpa sticker; dan

d. Reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin
yang diberikan, antara lain perubahan terhadap:

Titik lokasi reklame;
Konstruksi reklame;
Bentuk reklame;

Lol

Isi/teks reklame; atau
5. Luas reklame.

Penertiban reklame yang dipasang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame yang dipasang,
penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan dalam jangka
waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Peningatan masih diberikan
kesempatan untuk melakukan pengurusan reklame tersebut.

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat atas
nama Bupatt.

Penyegelan terhadap reklame yang terpasang dikenakan apabila:

a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin dan
atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu
vang ditetapkan dalam Surat Peringatan;

b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang stiker
reklame datam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan; atau

c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan
perubahan reklame yang terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Surat Peringatan.

Surat Penyegelan dikeluarkan oleh Pejabat atas nama Bupati serta dilaksanakan dengan
berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait.



Pasal 44

(1) Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih
dibertkan kesempatan untuk:

a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya;
b. Memasang sticker; dan
¢. Menyesuaikan perubahan reklame sesuai dengan izin yang telah diberikan.

(2) Apabila penyelenggara reklame tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka reklame tersebut akan disingkirkan atau dibongkar oleh
Bupati atas biaya penyelenggara reklame.

(3) Pembongkaran reklame harus berdasarkan Surat Perintah Bongkar yang disiapkan oleh
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan ditandatangan oleh Pejabat atas nama
Bupati serta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan
koordinasi dengan Satuan Kerja terkait.

(4) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara
reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  tanggal
pembongkaran.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka
reklame beserta kerangkanya menjadi milik daerah.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Masa Pajak, Pemungutan Pajak Dan Ketetapan Pajak

Pasal 45

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender yang merupakan dasar untuk
menetapkan Pajak yang Terhutang.

Pasal 46
Pemungutan Pajak Penerangan dilakukan sebagai berikut :

a. Dalam hal tenaga Listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak dilakukan oleh
PT. (Perserc) PLN bersama dengan pembayaran rekening listrik oleh petugas PLN;

b. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Bukan PLN, maka pemungutan Pajak
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 47

(1) Bagi wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari PLN, maka Tanda Bukti Rekening
Listrik merupakan SPTPD.

(2) Bagi Wajib Pajak yang bukan pelanggan listrik PLN, maka setiap SPTPD yang telah
disampaikan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda
tangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

(3) PT. PLN {(Persero) tidak dapat membebaskan Pajak Penerangan Jalan, kecuali atas
persetujuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;



(4) Bilamana PT. PLN (Persero) membebaskan Pajak Penerangan Jalan tanpa persetujuan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, maka Pajak Penerangan Jalan tersebut menjadi
beban PT. PLN (Persero).

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 48

(1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten
Kubu Raya.

(2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan
pendataan serta diberikan kepada wajib pajak. -

(3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada
Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan
jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.

(4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran
dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

(5) Berdasarkan formulir pendafiaran dan pendatan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan
Kartu NPWPD :

a. Untuk Perorangan atau pribadi;
b. Untuk Perusahaan atau Badan.

Pasal 49

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan
benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

(4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang

selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terutang.

(5) SPTPD dan Nilai Jual Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BABIX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 50

Setiap penyelenggaraan usaha parkir wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.

Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan mengisi formulir
yang telah disediakan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak
pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pasal 51

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan
benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) han sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang
selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terutang.

Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Tarif Pajak

Pasal 52

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.



2

3)

Q)
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Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut :

a. Jenis sumber air;

Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
Kualitas air; dan

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut :

a. Air tanah yang berasal dari pengeboran ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 per meter
kubik.

b. Air tanah yang berasal dari penggalian ditetapkan sebesar Rp. 2.200,00 per meter
kubik.

¢. Air tanah yang diambil langsung dari alam ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 per
meter kubik.

Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berdasarkan catatan meter
air atau alat ukur lainnya.

Meter air dan/atau alat ukur lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
dipasang pada setiap tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

-~ 0 a0 o

Pasal 53

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)
2)

(D

2

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54
Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Ketiga
Surat Pemberitahuan
Pasal 55

Orang pribadi atau badan yang mengambil dan atan pemanfaatan air tanah wajib
melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat lengkap orang pribadi atau badan yang mengambil dan
memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.



b. Jenis usaha

¢. Sumber air yang diambil dan atau dimanfaatkan

d. Lokasi air

e. Tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan pemanfaatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya disampaikan 30
(tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 56

(1) Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring

(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan
lingkungan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 57

(1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah
Kabupaten Kubu Raya.

(2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
dengan mempersiapkan dokumen yang diperfukan berupa formulir pendaftaran dan
pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.

(3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada
Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan

jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.

(4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran
dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

(5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendatan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan
Kartu NPWPD :

a. Untuk Perorangan atau pribadi;
b. Untuk Perusahaan atau Badan.

Pasal 58

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan
benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.



(4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang
selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terutang.

(5) Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI1I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X1
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil pengambilan
dan/atau panen sarang burung walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di
daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

(3) Harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
bedakan menurut kelas nya adalah sebagai berikut :

a. Walet Kelas A sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram.
b. Walet Kelas B sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram.
c. Walet Kelas C sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram.

Pasal 60
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 61

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

(2) Contoh perhitungan penetapan Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 62

(1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah
Kabupaten Kubu Raya.

(2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan
pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.



(2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan
pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.

(3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada
Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan
jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.

(4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran
dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

(5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan
Kartu NPWPD :

a. Untuk Perorangan atau pribadi;

b. Untuk Perusahaan atau Badan.

Pasal 63

(6) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak
wajib mengisi SPTPD.

(7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan
benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.

(8) Apabifa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

(9) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang
selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terutang.

(10)Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 64

(1) Bangunan tempat budidaya sarang burung walet dalam 1 (satu) kawasan atau
pemukiman penduduk hanya diperkenankan sebanyak-banyak 5 (lima) buah bangunan
dengan jarak bangunan satu dengan yang lainnya paling kurang 2.5 km;

(2) Bangunan tempat usaha budidaya burung walet yang sudah berada dalam kawasan
lingkungan pemukiman penduduk, diberi waktu selama 10 (sepuluh) tahun untuk
menata dan memindahkan bangunan tempat budidaya burung walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).



BAB XII ’
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 65

(1) Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(3) Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, nilai jual objek
pengganti.

(4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tabhun,
kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.

(5) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 66

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,15%
(nol koma lima belas persen) dari NJOP.

(2) Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ditetapkan dalam SPPT
sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Apabila SPPT PBB di bawar nilai minimal, maka Pajak terhutang ditetapkan sebesar
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 67
Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Pasal 68

(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), setelah
dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67.

(2) Contoh perhitungan penetapan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terutang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 69

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP untuk objek pajak berupa tanah dan
LSPOP jika ada bangunannya.

(2) SPOP dan/atan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah



kerjanya meliputi letak objek pajak bumi dan bangunan, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh subjek pajak.

(3) SPOP dan LSPOP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 70
(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) yang disampaikan melewati
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur
secara tertulis oleh Bupati ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang lebih besar dari jumlah pajak
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

(3) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila :

a. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya sebagaimana tercantum dalam
SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
oleh Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SKPD,
yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan oleh Wajib Pajak.

c. Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo
pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

(4) SPPT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Keberatan, Banding dan Pengurangan

Pasal 71

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas pajak terutang
yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang diterimanya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. Wajib Pajak merasa bahwa besamya pajak terutang pada SPPT atau SKPD tidak
sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya seperti kesalahan pada luas
tanah dan/atau bangunan, kesalahan klasifikasi tanah dan/atau bangunan dan
kelasahan pada penetapan atau pengenaan pajak terutang.

b. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundang-undangan tentang
PBB antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah seperti penetapan Subjek Pajak
sebagai wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB.

(3) Syarat formal pengajuan keberatan adalah :

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Bupati dengan
melampirkan SPPT atau SKPD asli dan fotokopi serta surat kuasa dalam hal
dikuasakan kepada pihak lain;

b. Diajukan masing-masing setiap tahun dengan alasan yang jelas dan mencantumkan
besarnya PBB P2 menurut perhitungan Wajib Pajak; dan



C.

Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung seak tanggal
diterimanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan
yang kuat dilvar kekuasaanya.

(4) Wajib Pajak dapat memperkuat alasan keberatannya dengan cara melampirkan bukti
pendukung antara lain :

a.

I N

. e
.

]

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau bukti identitas Wajib Pajak
lainnya;

Fotokopt bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat;
Fotokopi bukti surat ukur atau gambar situasi;

Fotokopi Akta Jual Beli;

Fotokopi Surat Penunjukan kaveling tanah;

Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan;

Fotokopi Surat Izin Penggunaan Bangunan,

Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa; dan

Fotokopi bukti resmi lainnya.

(5) Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan
Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

(7) Bupati atas keberatan yang diajukan dapat menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah
pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Kenutncon ¥at-—-
adminimﬁf Qﬁh'\nn;-- - . -



(5) Apabila permohonan banding dikabulkan seluruhnya, maka kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 73

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan hanya kepada Bupati atas besarnya pajak
terutang karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

Bupati dapat memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pemberian pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :

@)

()

4)

(5)

)

a.

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,
besarnya pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

Wajib Pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti
gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-
sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan
hama tanaman, besarnya pengurangan maksimal 100% (seratus persen) dari
besarnya pajak terutang berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan
mengingat persentase kerusakan;

Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela

kemerdekaan termasuk janda atau dudanya, pemberian pengurangan ditetapkan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bupati dapat membetulkan SPPT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.

Syarat pengajuan pengurangan adalah :

a.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan
persentase pengurangan yang dimohonkan,;

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SPPT PBB P2 atau SKPD
diterima oleh Wajib Pajak atau sejak bencana;

¢. Untuk SKPD hanya diberikan atas pokok pajak;
d. Dapat diajukan secara kolektif untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000.-

(seratus ribu rupiah);

Pengajuan secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 januari {untuk pengajuan
sebelum SPPT terbit).

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, apabila lewat dari 60
(enam puluh) hari Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan
pemgurangan dianggap dikabulkan.

(7) Pemberian pengurangan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.
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Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan
Pasal 74

Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD maupun STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu.

Pembetulan atas SPPT, SKPD maupun STPD dapat dilakukan tanpa batas waktu.

Apabila pembetulan tersebut mengakibatkan jumlah pajak tterutang bertambah besar,
maka pembetulan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hak untuk menetapkan pajak
belum kadaluwarsa.

Hasil proses pembetulan berupa sama, lebih kecil atau lebih besar dan pajak terutang.

Pasal 75

Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD maupun STPD dalam hal objek pajak tidak
ada, atau hak dan subjek pajak terhadap objek pajak batal karena putusan pengadilan,
atau objek pajak berubah peruntukan menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial atau
bukti tertentu lainnya.

Bagian Kelima
Kelebihan Pembayaran dan Daluwarsa Penagihan
Pasal 76

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB
Perdesaan dan Perkotaan hanya kepada Bupati.

Sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran adalah dikarenakan :
1. Pajak yang diabayar lebih besar dari pajak yang terutang karena :
a. Permohonan pengurangan dikabulkan;
b. Permohonan keberatan dikabutkan,
¢. Permohonan banding dikabulkan; dan atau
d. Perubahan peraturan.

2. Pajak yang dibayar seharusnya tidak terutang, misalnya pembayaran PBB
Perdesaan dan Perkotaan atas rumah ibadah.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan harus
diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri data pendukung sebagai berikut :

a. Fotocopy SPPT atau SKPD;
b. Fotocopy SK Pengurangan/Keberatan/Banding; dan
¢. Fotocopy STTS (bukti bayar).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penelitian atau
pemeriksaan dari permchonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterima,
kemudian dikeluarkan keputusan berupa :

a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (SKKP
PBB P2), apabila pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak terutang;

b. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak
terutang; dan atau

¢. SKPD apabila pajak yang telah dibayar kurang dari pajak terutang.
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Bupati dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan diterima harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat dari 12 (dua belas) bulan Bupati tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan
dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan setelah 12 (dua belas) bulan
tersebut Bupati harus menerbitkan SKPDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPDLB diterbitkan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan
Perkotaan (SPMKP PBB P2).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut
melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka
kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka atas kelebihan
pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut langsung diperhitungkan untuk
melunasi utang pajak lainnya tersebut.

Pasal 77

Hak untuk melakukan penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waktu $ (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kadaluwarsa penagihan menjadi tertangguh atau batal apabila diterbitkan Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa, atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung (Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah) maupun tidak langsung
(diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak).

Dalam hal diterbitkanya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, maka kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
tersebut.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 78

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

8))

BAB XiII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Mengenai Pemilikan Bersama dan Waris
Pasal 79
Pemilikan bersama dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pemilikan bersama yang bebas (vrije mede-eigendom), yaitu pemilikan bersama
dimana keadaan pemilikan bersama tersebut memang merupakan tujuan langsung
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dari para pemilik bersama yang bersangkutan, misalnya pemilikan bersama yang
terjadi karena pembelian bersama;

b. pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede-eigendom), yaitu pemilikan
bersama di mana keadaan pemilikan bersama tersebut bukan merupakan tujuan
tangsung dari para pemilik bersama yang bersangkutan melainkan merupakan
akbibat peristiwa hukum yang lain,misalnya karena peristiwa kematian seseorang
terjadi pemilikan bersama di antara para ahli waris atau warisan suami isteri yang
bersangkutan atas harta gono gini mereka.

Dalam hal beberapa pemilik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sepakat untuk mengalihkan seluruh hak kepemilikan tanah dan atau bangunan nya ke 1
(satu) orang atau lebih pemilik bersama lainnya yang namanya telah tercantum di
dalam sertifikat kepemilikan tanah, maka BPHTB yang dikenakan kepada si penerima
hak tersebut adalah dengan menghitung nilai tanah dan atau bangunan yang dimiliki
oleh seluruh pemilik bersama yang akan melepaskan hak nya dikurangi dengan nilai
tanah dan atau bangunan yang telah dimiliki sebelumnya oleh si penerima hak
dikurangi NJOPTKP untuk kemudian dikalikan dengan tarif BPHTB.

Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepakat untuk
mengalihkan seluruh hak kepemilikan tanah dan atau bangunan nya ke 1 (satu) orang
atau lebih ahli waris lain yang namanya telah tercantum di dalam sertifikat kepemilikan
hak atas tanah dan atau bangunan, maka BPHTB yang dikenakan adalah dengan
menghitung bagian atau porsi masing-masing nilai tanah dan atau bangunan yang
dimiliki oleh setiap ahli waris yang akan melepaskan hak nya sesuai dengan Surat
Keterangan Waris atau Surat Keputusan Pengadilan Agama yang telah dituangkan ke
dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan dikurangi dengan nilai
tanah dan atau bangunan yang telah dimiliki sebelumnya oleh si penerima hak
dikurangi NJOPTKP untuk kemudian dikalikan dengan tarif BPHTB.

Dalam hal bagian atau porsi kepemilikan tanah dan atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diketahui atau tidak tercantum dalam
sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan, Surat Keterangan Waris dan
atau Surat Keputusan Pengadilan Agama, maka bagian atau porsi kepemilikan tanah
dan atau bangunan masing-masing pemilik bersama atau ahli waris dibagi rata sesuai
dengan jumtlah seluruh pemilik bersama atau ahli waris tersebut.

Contoh perhitungan BPHTB sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penagihan BPHTB

Pasal 80

Dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah SSPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding.

Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

Pasal 81

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
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Kadaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila :
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat paksa, atau

b. Adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

Putang BPHTB yang tidak mungkin ditagth lagt karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati dengan menetapkan Surat
Keputusan Penghapusan Piutang BPHTB yang sudah kadaluwarsa.

Bagian Ketiga
Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung
dan atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan dalam
Peraturan Perundang-Undangan BPHTB

Pasal 82

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surat
Ketetapan sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),

Surang Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD),

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB,

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan

T @ ™o a0 oW

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan
atau kekelirnan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara
Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak, yaitu :

a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib
Pajak, alamat Wajib Pajak, luas tanah dan fuas bangunan,

b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan pemjumlahan, pengurangan, perkalian
dan/atau pembagian suatu bilangan; dan

¢. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan
BPHTB dan kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi.

Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara
perorangan.
Pasal 83

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Surat Keputusan atau Surat
Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang kuat guna
mendukung permohonan Wajib Pajak;

¢. Diajukan hanya kepada Bupati; dan

d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat
Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka :

1) Harus dilampin dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi
dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
Wajib Pajak Badan; atau

2) Harus dilampin dengan Surat Kuasa bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan
pokok pajak sampat dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pejabat harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 84

Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap
dikabulkan, dan Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menambahkan,
mengurangkan atau menghapuskan jumlah BPHTB vyang terutang atau sanksi
administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi
permohonan pembetulan kepada Bupati dan Bupati dapat melakukan pembetulan lagi
secara jabatan.

Surat Keputusan Pembetulan BPHTB berdasarkan permohonan adalah sebagaimana
Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah
terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB atas Surat Keputusan atau Surat
Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang diterbitkannya, Pejabat
dimaksud harus menerbitkan Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan atau
kekeliruan tersebut secara jabatan.

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat
(1) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
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penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, Pejabat
dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib
Pajak.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

Surat Keputusan Pembetulan BPHTB berdasarkan jabatan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

Permohonan pembetulan diajukan kepada Pejabat dan disampaikan ke Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan Surat
keputusan atau Surat Ketetapan baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti
pengiriman surat.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses Permohonan
Pembetulan adalah :

a. Tanggal diterimanya Permohonan Pembetulan, dalam hal disampaikan secara
langsung; atau

b. Tanggal stempel pos, dalam ha! disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman
surat.

Petugas pada seksi terkait melakukan penelitian persyaratan atas Permohonan
Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan.

Lembar Penelitian Persyaratan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.
Pasal 87

Terhadap permohonan pembetulan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset daerah menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian
dengan menerbitkan Surat Tugas.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan :

a. Petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Permohonan
pembetulan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melakukan penelitian di
lapangan;

b. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah terlebih dahulu memberitahukan kepada Wajib Pajak;

c. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB.

Penerbitan dan pengiriman Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dilakukan dengan
ketentuan :

a. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil
penelitian Pembetulan BPHTB,;

b. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

I. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak;

2. Lembar kedua untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai arsip;

3. Lembar ketiga untuk Bupati sebagai tembusan.
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Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXITI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Bagian Keempat
Prosedur Penagihao BPHTB

Pasal 88

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB apabila :

a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil pemeriksaan kantor ternyata atas Surat Setoran Pajak Daerah terdapat
kekurangan pembayaran pajak karena safah tulis dan atau salah hitung;

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, yaitu :

a. sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dalam hal Wajib Pajak
membetulkan sendiri SSPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian
SSPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSPD;

b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung
sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STPD untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

STPD BPHTB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak
Daerah sehingga dalam penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

STPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran
data objek pajak yang tertuang dalam SSPD BPHTB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterangan
fain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, maka Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar (SKPDKB).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagatmana dimaksud pada
ayat (2) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

SKPDKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 90

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan apabita SKPDKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib
Pajak atas kehendak sendin, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bupati atas
STPD/SKPDKB/SKPDKBT karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT.

Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berupa menambah, mengurangkan atau menghapuskan jumlah
pajak terutang dalam STPD/SKPDKB/SKPDKBT.

Apabila Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana ayat
(2) mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Wajib Pajak
harus melunasi kewajiban pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga
2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo hingga sampai dengan
pembayaran.

Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Keberatan, Banding dan Pengurangan

Pasal 92

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SSPD telah dilunasi, Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Bupati terhadap :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

¢)

Pasal 93
Persyaratan mengajukan keberatan adalah :

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang

jelas;
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b. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuah Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya; dan

c. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah ditetapkan dalam SSPD BPHTB.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan schingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 94

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum
memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 95

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima oleh
Wajib Pajak.

Pasal 96

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan diihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding tersebut.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumiah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan manakala
Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Pasal 97
Bupati dapat memberikan pengurangan langsung kepada Wajib Pajak dalam hal :
2. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak, yaitu :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomis yang dibuktikan dengan pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari
pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan
telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh)
tahun yang dibuktikan dengan pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari
pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 50% (lima puluh persen);



c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat kebawah sebesar 50% (lima puluh persen);

d. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Susun Sederhana
yang diperoleh langsung dari pengembang sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

3. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai gantt rugi dibawah nilai jual objek pajak
sebesar 50% (lima puluh persen);

b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus sebesar 50% (lima puluh perser). Kepentingan umum yang
dimaksud meliputi:

1. jalan umum, saluran pembuangan air;

waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air;
rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;

pelabuhan, bandar udara atau terminal;

pasar umum atau pasar INPRES;

fasilitas pemakaman umum,;

fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir
dan lahar;

instalasi air minum, listrik dan telekomunikasi milik pemerintah,
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stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukung milik
pemerintah;

10. kantor pemerintah; dan

11. fasilitas TNI dan kepolisian.

c. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan Monter yang berdampak
luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus
melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan
kebijaksanaan pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

d. Wajib Pajak yang memperoieh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak
berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab
lainnya seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor paling lama 3 (tiga) bulan
setelah penandatanganan akta sebesar 50% (lima puluh persen),

e. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI,
Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Pumawirawan POLRI atau janda dan
duda nya yang memperolech hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas
pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

f. Wajib Pajak KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI atau Pegawai
Negeni Sipil sebesar 100% (seratus persen).



Bagian Keenam
Ketentuan dan Sanksi

Pasal 98

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah
atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daecrah.

Pasal 99

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans dan kepala kantor yang membidangt pelayanan
lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuiuh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 160

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran,

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
PEMUNGUTAN, TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
SERTA PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 101
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.



(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan
pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis,
nota perhitungan dan SPPT PBB P2.

(5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SSPD BPHTB, SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

Pasal 102

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:
1. Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebuian dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak; dan

3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

¢. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. Dalam hal kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 103

(1) Apabila SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari
tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(2) Tata cara penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, SKPDN dan STPD
ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.



Bagian Kedua
Tempat Pembayaran Tata Cara Pembayaran

Pasal 104

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Pasal 105
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
sebagai benkut :

a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan atau penundaan yang tersedia;

¢. Batas waktu angsuran dan atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian
atau yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah |

d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai
dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;

e. Dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar,

f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan atau penundaan

pembayaran dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan
yang beriaku dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 106
(1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan STS dan Tanda Bukti Pembayaran
(TBP).

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum pada
Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 107

(1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang,

Pasal 108

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis.

Pasal 109
{1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

(2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak
tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan
dilaksanakan oleh Juru Sita.

Pasal 110

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat
yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 111

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita
dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB XV
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Angsuran dar Penundaan Pembayaran

Pasal 112

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terutang
sebanyak-banyak 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Berdasarkan. permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas di lapangan, Kepala
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk
menunda Pajak Yang Terutang dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak
permohonan diterima.



Bagian Kedua
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 113

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak oleh Bupati dapat
diberikan kepada Wajib Pajak :
a. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha
tersebut baru dilaksanakan/dibuka,

b. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha
mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan /dibuka.

¢. Untuk Pajak Parkir, penyelenggaraan tempat parkir tersebut diadakan dalam rangka
pembinaan dan pengembangan olahraga, kesenian daerah, pendidikan dan perfilman
nasional, diselenggarakan oleh pemerintah dan seluruh penyelenggaraannya
dibebankan kepada APBD serta untuk sosial dan atau keagamaan yang bertujuan
tidak mencari keuntungan.

. (3) Pengurangan dan Keringanan Pajak oleh Bupati dapat diberikan setinggi-tingginya
50% (lima puluh persen) dan jumlah Pajak yang Terutang.
(4) Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak digunakan oleh pengusaha
paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(5) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, ditetapkan
oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB XV1
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS]I DAN KEBERATAN DAN BANDING

. Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 114
(1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD, SKPPKB, SKPDKBT, STPD, yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan

d. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan secara
tertulis olech Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang
jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan



diterima sudah harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila lewat waktu 3 ( tiga ) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan, permohonan tersebut di anggap
dikabutkan.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding
Pasal 115
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu:
a. SPPT;
b. SKPD,
¢. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
¢. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

{2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
(pajak) yang telah disetujui.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melatui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 116

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menoiak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabuilkan.

Pasal 117

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.



(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampin salinan surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menagguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

Pasal 118

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebuian untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puiuh persen) dan jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atan dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumtiah pajak berdasarkan
banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB XVl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KADALUWARSA

Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 119

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permochonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabita jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak tersebut.

(5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebithan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.



(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak difakukan setetah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {(dua persen) sebulan atas
keterlambatan kelebthan pembayaran pajak.

Bagian Kedua
Kadaluwarsa

Pasal 120

(1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan.

(2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 121

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dibantu oleh Petugas-petugas lainnya
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupatt.

Pasal 122

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 meliputi pembinaan, pemenuhan
ketetapan pajak hasil pengawasan dilapangan atau Uji Petik dan Penegakan Hukum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.



BAB XIX
UANG INSENTIF

Pasal 123

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai palaksanaannya akan
ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 125
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditefapkan di Sungai Rafja
padq tanggal 3¢ -~/ 2011

BUPAA KUBU RAYA,

Diundangkan df Sungai Raya
pada tanggal... D24 200 UD/ AHENDR \\ AN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN $YAUWIK
BERITA DAERAH KAJUPATEN KUBU RAYA
TAHUN....:2224........NOMOR....o.. ..o



LAMPIRANI  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 79 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -2 - 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Sockarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PA._]AKHOTEL
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)
Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No. SPTPD : DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun ~ S - di -
lumpo:Dlllllllllllllll] SUNGAI RAYA
Perhatian :

1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.

2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu paling lambat pada tanggal :

3 Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

4 Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1 Nama Lengkap Pemilik - o

2 Nama Badan Usaha e - -

3 Pe S B B o -

4 Alamat / Tempat Tinggal

S Nomor KTP B - -

6 Alamat Tempat Usaha - i ———

7  kzin Usaha il
B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

1 Jenis Usaha : [] Hotel [] Penginapan [Jau...

2 Luas Tempat Usaha : w

3 Fasilitas Pelayanan yang disediakan (Sesuai Jenis Usaha)
31 Tarif dan Jumlah Kamar yang lersedia :
No. Golongan / Kelas Kamar Tarif Jumiah Keterangan

32  Pelayanan Penunjang lainnya . [ Telepon [
33 Fasilitas Olahraga dan Hiburan : [ Karaoke [Joi
yang disediakan
34 Jasa Persewaan Ruangan buah
Pertemuan / Acara
Orang

Jumlah Pegawai : -
Apakah menggunakan Kas Register :DYa DTidak
Jumiah pengunjung rata-rata perharni : Orang

Jumiah pembayaran yang diterima . Rp.
dari konsumen per / bulan

Jumiah Pajak yang telah disetorkan : Rp.
selama periode tahun Pajak

~N o 0o

|Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima 0
Diterima t I - ) B Wajib Pajak,
Tanda Tangan

D

TRTEr TR O STt ey
1. 32/ 124 28
5 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AWK

iKUBU RAYA
&4




LAMPIRANTI  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44  TAHUN 2011
TANGGAL 30 -12 - 2011
TENTANG - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PA_]AK RESTORAN
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

YﬁLKE’ALAD!NASPBDAPA"(I'ANPBJGELOLAANKEUANGAN
No. SPTPD : DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun - di-
veweo - LT TTTITICTICT SUNGAI RAYA

Perhatian :
1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asel Daerah JL. Soekamo Hatla Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambal pada tanggal :

3 DhmmeopmeluTandn (KTP / SIUP)
4 Beri tanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1 Nama Lengkap Pemilik s e
2  Nama Badan Usaha : L
3 Pekerjaan :
4 Alamat / Tempat Tinggal - o S -
5  Nomor KTP -
6 Alamat Tempat Usaha =il
7 lzin Usaha
B. IDENTITAS OBJEK PAJAK
1 Jenis Usaha : [[] restoran / Rumah Makan _  [_] Warung Kopi [Jcate/an
2 Luas Tempat Usaha - - L.
3 Fasilitas Penyantapan : 1. Meja = buah 2. Kursi = ~ buah
[ cukup [] Kurang
E Jumilah Pegawai B Orang
5 Apakah menggunakan Kas Register :DYa D'l’ithk
6 Jumiah pengunjung rata-rata perhari i Orang
7 Jumiah pembayaran yang diterima : Rp. o N -
dari konsumen per / bulan
8 Jumiah Pajak yang telah disetorkan : Rp. e
selama periode tahun Pajak
C P, Y.
Jumlah Omzel Pembayaran Rp. / bulan
Tarif Pajak | ) %
Jumiah Pajak yang harus dibayar
=Rp. x10 % Rp. - / bulan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

ndanakan di Sungal Raya
. 3L LR
ERAH KABUPATEN KUBU RAVA

0o =4

EKRETARIS DA

HUSE!j SYAUWIK
BERITA DAERAH KA‘_ UPATEN KUBU RAYA
TAHUN..222¢..........NOMOR..... &0 crrreso




LAMPIRANII  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 4¢ TAHUN 2011
TANGGAL: 3¢ ~/2 - 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Sockarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAIRAYA
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HIBURAN
{Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

No. SPTPD : DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun : di-

NewPD T T T T THTIHITT] SUNGA) RAYA
{Perhatian :

1 Harap ditsi dalam rangkap 2 (dua) dengan hunuf cetak.

2 Saetelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengeiolaan
Kouangan dan Aset Daersh JL. Soskamo Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal -

A IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Lenghap Pomillk
Alamat / Tompet Tinggal
Pekerjaan

Nomor KTP

Nama Badan / Mark Usaha
Alamat Kantor / Tempat Usaha
Nomor dan Tanggat SITU / SIUP

N EWN -

B. DENTITAS OBJEK PAJAK

-

Jenis Hiburan
Harga tanda Masuk / Sewa
3 Jumish Tempat Duduk /
Sarana Hiburan
4 Keterangan Lain-lain :
Apabita ada lebih dari satu jenis hiburan dtulis sesual format huruf B angka 1 s/d 4 tersebut distas pada lembar
sebaiah forrmutir SPTPD ini.

n

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

Tonit POKOK PAJAK
No. JENIS HIBURAN HTMMARGA SEWA | susLAH TERJUAL
o ®Rp) TARIF PAJAK (%) {Rp.}

JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
Dengan hunf :

Dengan menyadan sepenuniya akan segala akdbat termasuk sanksl - sanksi sesumi dengan ketentuan Perundang -
undangan yang beriaky, saya menyatakan bahwa apa yang telsh saya beritahulan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima
Diterima tanggal : Wajib Pajak,
Tanda Tangan :

/A N
ATI KUBU RAN A,
Digsngfon df Sunoal Raya
L SCLLR LGl
gE 52 < ABUPATEN KUIRIE R AV
LA DALN A AABUFATEN KUBU RAVA




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -/2 <~ 2011
TENTANG :  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA
SURAT IJIN MENYELENGGARAKAN/PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : / / /20

Dasar | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 02 tahun 2009 tentang Pajak
Reklame

I Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan

. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 02 tahun 2009 tentang Pajak
Reklame

Sesuai dengan hasil penelitian atas surat permohonan Nomor :
Tanggal diberikan ijin menyelenggarakan/memasang reklame kepada :

NAaA PendNEBIME IBWAD: 1 csincwsssmiiers s iomessmmioriissioss
Nama Badan Usaha - e o o oe P St P S U

Alamat e
NPWPD B T e
Bentuk Jenis Usaha T e e S
Jenis Reklame : tersebut dalam kolom di bawah ini
JENIS TEMPAT JANGKA
REKLAME ISI RINGKAS PEMASANGAN UKURAN JUMLAH WAKTU
DITETAPKAN DI :  Sungai Raya
PADA TANGGAL
BUPATI KUBU RAYA

Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya
3. Camat ybs di tempat

Diundangkan di Sungal Raya

“KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAVA




LAMPIRANYV  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : ¥ TAHUN 2011
TANGGAL : 32 = L2~ 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
IDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (8561) 722744 — 722744, Fax (8561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Nomor : DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
di-
SUNGAI RAYA

Perhatian :

Harap dirsi dalom sangkap 2 (dua) dengan huruf catak.

2  Selelah dilsi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembeli Kepada Dinas Pendapetan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Deerah L. Soekamo Hatte Telp. (0561) 722744 - 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 76321 Kubu Raya paling lambat pada tanggal :

-t

3  Ditampini Copy Kartu Tanda | (KTP / SIUIP}
4  Beritanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.
A_DIS1 OLEH WAHE PAJAK
Keterangan mengenai Badan Usaha

Nama Badan / Merk Usahs
Alamat Kantor / Usaha
Bidang Usaha

Lokasi Usaha

HWN =

Kmqumpqnuwmub
1 Narma Lengkap Pemilik

2 Jabatan / Pekerjean

3 Alamat Tempat Tinggal

B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK

Jonis / Merk Rekiame

N -

Lokasi Pemasangan :C]Pe«hyangan DT«!‘WW DCﬂnpulan
[ Jwndustri . O

3 Luas / Bush / Lembar Reidame :
4 Sudut Pandang reklame 7] satusist [ ouasisi [] migastsi
5  Kelas Jalan CJe<am J41-5m ] 51-6m [e1-mm
6 Jangka Waldu Penysienggara /

Pemasangan :
7  Biaya Pembualan . Rp. /M?/ BH / LBR / Jangka waltu Pemasangan
8  Biaya Pemasangan : Rp. 1 MP 1 8H / LBR f Jangka waktu Pemasangan
9  Biaya Pameliharaan : Rp. M2/ BH / LBR / Jangka wakdu Pemasangan
0

-

mwmhmmmwmdMnmhuwam1wsmmmm
sebslah formaotir SPTPD ini.

Pendafiar Wajh Pajak
Nama Jelas : Nama Jelas
Tanda Tangan . Tanda Tangan

1 Petugas Penerima
Diterima tanpgal
Nama Jelas
Tanda Tangan

2  Petugas Pencatal
NPWP yang diberiican
Surat Pengukuhan No. dan Tgl.
Nama Jolas
Tanda Tangan




B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAX DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (8561) 722744 -~ 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK REKLAME
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PI;BELOLAAN KEUANGAN
No. SPTPD : DAN ASET DAERAH KAB. KUBLU RAYA
Tahun : di-
NPWPD [T T T T T IEE 0T SUNGAI RAYA

Parhation -
1 Harap diisi dalam rangikap 2 (dua) dengan huruf cetalk.
Keuangan dan Aset Deersh JL. Sockarne Hatta Telp. (0561) 722744 - 722744, Fax (0581) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya peling lambet pada tanggal ©
3 Dilampiri Copy Kartu Tanda (KTP 7 SIUP)

4 Beritanda vV pada kotak yang tersectia jawaban yang dibertkan.

A IDENTITAS WARB PAJAK

Nama Longiap Perniltic
Alamat Tempet Tinggal :
Pekerjasn S
Nomor KTP :

Nama Badan / Merk Usaha
Alamat Kantor / Usaha

Nomor dan Tanggal SITU / SIUP

NBOaAAWUN=

B. [DENTITAS OBJEK PAJAK

1 Joenis Rekdame
2 Isi Relkdame :
3 Lokasi Pemasangan T Jalan.
4 Kavwasan : DKawasnnl DKavman H Dl@wasan m
[ JKawasan v [ Kawssan v
5 Ukuran Reldame :
6  Sudut Pandang reidama [] satussi [[) ouassi [ ]| Tigasisi [ | Empat Sii
7 Ketinggian {Jo-29em []3-599M [ 6-999m [[110-1499m
D>15M
8  Jangka Waktu Penyelenggaca /
Pemasangan :
9 Jumnigh rekiame : buah
10  Rekdame produksi rokok dan ]y [ idax
minuman beralkohol (25%)

Dengan menyadar sepemdmya akan segata akibat terrnasuk sanksi - sanksi sesual dengan ketontuan Perundang -
undangan yang berlaloi, saya menyatakan hohwa apa yang saya beritshtkan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Ponerime,
Diterima tanggal : Wajib Pajak,
Nama Jelas
Tanda Tangan : ﬂ
/
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR . % TAHUN 2011
TANGGAL : 30 . /2 . 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. REKLLAME INSIDENTIL
Jenis Pajak : KAIN / SPANDUK / UMBUL-UMBU1
Nama : PT.DoReM:
Rokok / Bukan : Rokok
Banyaknya : 10 Buah
Lokasi : Kawnsan [
. Ahmad Yam 11
Luas : 6 M?
Lama Pasang : 14 Han
Cara Menghitung Pajak Reklame :

tarif Nitai Media Reklame x hari x luas
Rp 10000 x 14 x 6

1. Menentukan Nilai Media Rekiame

e on

Rp 840.000

2. Menentukan Nilai Strategis = kawasan x han x luas
= Rp 10000 x 14 x 6
= Rp 840.000

3. Pajak = TarifPajak x (Nilai Media Reklame +Nilai Strategis)
= 21% x Rp 1.680.000
= Rp 352.800
4. Jumlab Pajak Reklame = Pajak x Jumlah
= Rp 352800 x 10
= Rp 3.528.000



B. REKLAME TETAP

Jenis Pajak : Billboard dengan Penerangan
Nama : PT. Aksara
Rokok / Bukan : Bukan Rokok
Banyaknya : 1 Buah
Lokasi : Kawasan 1
JI. Ahmad Yani [1
Luas : 4x8 = 32 M?
Tinggi : 12 M
Sudut Pandang 3 2 arah

Cara Menghitung Pajak Reklame :
¢ Menentukan Nilai Media Reklame

Nilai Luas = Nilai Media Reklame x Luas
= Rp 875.00000 x 32
= Rp 28.000.000,00

Nilai Ketinggian = Tanf Ketinggian X Tinggi
= Rp 140.000,00 X 12
= Rp 1.680.000

. Total Nilai Media Reklame = Nilai Luas + Nilai Ketinggian

= Rp 28.000.000,00 + Rp 1.680.000

Rp 29.680.000,00

2. Menentukan Nilai Strategis

Score Nilai Lokasi (Kawasan I) = 10 X 50% = 5
Score Nilai Sudut Pandang (2 Arah) = 4 X 20% = 08
Score Ketinggian (12 M) = 8 X 30% = 24
Jumlah Score = 82
Total Nilai Strategis = Jumlah Score X  Satuan Nilai Strategis
= 82 X Rp 2.100.000,00
Rp 17.220.000,00
3. Nilai Sewa Reklame = Nilai Media Reklame +  Nilai Strategis

Rp 2968000000 + Rp 17.220.000,00
Rp  46.900.000,00

Tarnif X Nilai Sewa Reklame
17% x Rp 46.900.000,00
= Rp 7.973.000,00

I

4. Pajak Reklame

5.  Pajak yang Harus Dibayar = Rp  7.973.000,

Diundangkan di Sungal Ray#
32/ 204,

1S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

SYAUWIK
: AZRAH CABUPATEN KUBU RAYA



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR . 99 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -/z2- 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

BENTUK DAN MODEL STIKER REKLAME

BIRDASARKAN UUINo. 25TH ZT00Y
PFPRARDAKKR Neo, 1 TH 20112

c-l-ovc

-~

} sanekan di Sungal Rayd
B L4 /2
CRAH KABUPATEN KUBU RAYA

200 i i




LAMPIRANX  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL: 0 —t2 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)}
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

{Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No.SPTPO: DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun e di-
NewPD [T TTTTHTHTTIET] SUNGA| RAYA

|Perhatian :

1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua} dengan huruf cetak.

2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapalan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : e

A_ IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Lengkap Pemilik

Alamat / Termpat Tinggal
Pekerjaan

Nomor KTP

Nama Badan / Merk Usaha
Alamat Kanlor / Tempat Usaha
Noamor dan Tanggal SITU / SIUP

N O AW =

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
Luas Areal

Volume yang dlambil/diolah
Lokasi Pengambian

SN -

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

JENIS MINERAL BUKAN Penetapan Pajak Terutang POKOK PAJAK
LOGAM DAN BATUAN Volume {M*} Nitas Pasar {Rp) TARIF PAJAK (%} {Rp.)

JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Dengan huruf :

[Bengan menyadan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - 5anksi sesuai dengan kelentuan Perundang -
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya besitahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima . el R
Ditesima tanggail o Wajib Pajak,
Nama Jeias :
Tanda Tangan




B. NILAIJUAL JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO| JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | NILAI JUAL / M3 KETERANGAN
1 2 3 4
1|Pasir Sungai Rp.  15.000,00 [Nilai Pasar didasarkan
2|Tanah Rp.  20.000,00 (harga rata-rata yang
3|Kerikil Rp.  15.000,00 |berlaku di lokasi
4|Batu Pecah Tersaring Rp. 100.000,00 (tambang (quary)

Diundangkan di Sungai Ra "
pada umggal.....—‘o...:../.:?....'.g?'

SEKRETARIS

SEINISYAUWIK
ARAN SI:JERAH ABUPATEN &UBU RAYA

29/ _...NOMOR




LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2011
TANGGAL 3o ~/2- 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Seckarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PFAJAK PARKIR
{Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)
Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No. SPTPD : DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun : di-
wewep [T T T TTICTJCTAT SUNGA! RAYA

Perhatian :
1 Harap diisi datam rangkap 2 (dua) dengan huruf catak.
2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengeilolaan
Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal 15 bulan berjalan
3 Dilampin Copy Kartu Tanda P (KTP)
4 Beri tanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.

A. OMZET YANG HARUS DIiS| OLEH WAJB PAJAK PARKIR

1. Jumiah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam

Tahun Pajak Tertenty) :

a. Masa Pajpk T Tl s/id Tgl.
b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) . Rp.

¢. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 20 %

d. Pajak Terutang (b x ¢) : Rp.

e. Kredit Pajak : Rp.

2. Jumiah Om2et dan Pajak Tenustang untuk Masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)
a. Masa Pajak o Tgl s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp
¢. Tarif Pajak (sesuai Perda : 20 %

d. Pajak Tenutang (b xc) T Rp.
e. Kredit Pajok :  Rp.

B. PERNYATAAN

Dengan menyaxarni sepenubnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang -
undangan yang bertaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang tetah kami beritahukan tersebist
diatas beserta lampiran-ampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Nama Petugas : Pemohon,
Diterima tanggal
Tanda Tangan : /\
/
B KUBURAYA,
e e R Al T 13:3
. 50//1/ 2"’(

KU BTEN KUBY RAYA MUD

KUBL RAYA




LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL - 30 -/[2- 2Mm
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK AIR TANAH
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)
Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No. SPTPD : il o DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun - di -
neweo [ [ TT T T T O T OTHTI SUNGAI RAYA

Perhatian :

1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.

2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1 Nama Lengkap Pemilik S - -
2 Alamat / Tempat Tinggal - -
3 Pekerjaan - - -
4 Nomor KTP
5 Nama Badan / Merk Usaha o
6 Alamat Kantor / Tempat Usaha o
7 Nomor dan Tanggal SITU / SIUP B o

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK
1 Jenis Air Tanah
2 Luas Areal N
3 Volume yang diambil/diolah
4 Lokasi Pengambilan
S Apabila ada lebih dari satu jenis hiburan ditulis sesuai format huruf B angka 1 s/d 4 tersebut diatas pada lembar

sebelah formulir SPTPD ini.
C. PAJAK HARUS DIBAYAR
Penetapan Pajak Terutal POKOK PAJAK
No. JENIS AIR TANAH
Volume (M) Nitai Pasar (Rp) TARIF PAJAK (%) (Rp.)
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
Dengan huruf :

wnmmmmmww-mmmmﬁum-
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Diterima tanggal 3 Wajib Pajak,
Nama Jelas
Tanda Tangan

lzngkan di Sungai Raya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEINISYAUWIK
CERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

VAHUN. ... R.....NOMOR..... 8o




LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR - 94 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -/2 - 2011
TENTANG - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET :
Seorang pengusaha sarang burung walet pada suatu gedung (budidaya) mengambil dan menjual
sarang burung walet, yang terdiri dari Walet kelas A sebanyak 2 kilogram dan Walet kelas B
sebanyak 3 kilogram.

Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

No. Kelas Harga per KG
1. | Kelas A Rp. 6.000.000,-
2. | Kelas B Rp. 4.000.000,-
3. | Kelas C Rp. 2.000.000,-

Untuk perhitungan besarnya pajak sebagai berikut :

A. Cara menghitung besarnya pajak untuk Walet kelas A:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual

Tarif Pajak = 10%

Volume = 2kg

Nilai Jual = volume x harga dasar

Harga standar = Rp. 6.000.000,00/ kg

Pajak = 10% x (2 kg x Rp. 6.000.000,00/kg)

= 10% x 12.000.000,00
= Rp. 1.200.000,00

B. Cara menghitung besarnya pajak untuk Walet kelas B:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual

Tarif Pajak = 10%

Volume = 3kg

Nilai Jual = volume x harga dasar

Harga standar = Rp. 10.000.000,00 / kg

Pajak = 10% x (3 kg x Rp. 4.000.000,00/kg)

10% x 12.000.000,00
= Rp. 1.200.000,00

Jumlah Pajak yang harus dibayar adalah sebesar :
Pajak Terutang =  Pajak Walet kelas A + Pajak Walet kelas B
Rp. 1.200.000,00 + Rp. 1.200.000,00

= Rp. 2.400.000,00

Diundangkan di Sungai Raya
O 12,200

pada tanggal.... 2.
SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEINISYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.... 224 .....NOMOR..coo.. X ovrersrirrrrrrremn




LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 74 TAHUN 2011
TANGGAL: 320 ~-/2 - 201

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomeor 1 Tahun 2011)

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No. SPTPD: DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
Tahun S di -
e LN INT T TWON WY SUNGAI Raya

Perhatian :
1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 — 722744, Fax (0561) 723443
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1 Nama Lengkap Pemilik -
2 Alamat / Tempat Tinggal - -
3 Pekerjaan S B
4 Nomor KTP =
5  Nama Badan / Merk Usaha - -
6 Alamat Kantor / Tempat Usaha
7 Nomor dan Tanggal SITU / SIUP e

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK
1 Jenis Sarang Burung Walet -
2 Luas Bangunan Sarang o
3 Volume yang diambil/diolah = et
- Lokasi Pengambilan
5 Apebilaadahbhdmsnm;emsmbumndmlissesmubtmdeangh1sld4tatsabmdmspodabmbw

sebelah formulir SPTPD ini.
C. PAJAK HARUS DIBAYAR
JENIS SARANG Penetapan Pajak Terutang POKOK PAJAK
No.
- BURUNG WALET Volume (M?) Nilai Pasar (Rp) TARIF PAJAK (%) (Rp.)
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
Dengan huruf :

wmwwmmmwm-mmmmﬁmm-
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima o ) -
Diterima tanggal - Wajib Pajak,
Nama Jelas

Tanda Tangan

BUPAY'I KU YA,
Diunda m‘(a" di Sungai Raya
Ml m. 30124 vA
y £ s DAERAH KABUPATEN KUBU RA
HUSEMH x‘”\d\"'K
=ITA DAERAH KJBUPATEN |<'.,mb RAYA
HUNZPA......NONMOR..cooes Folursssssan

itV



LAMPIRAN XV  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR . 49 TAHUN 2011
TANGGAL : 3o - J2 - 2011
TENTANG  : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:
a. Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2;
b. Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;
c. Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2; dan
d. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1.5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi = 800 m* x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
a. Rumah (Bangunan) =
400 m*x Rp. 350.000,00 = Rp.  140.000.000.00
b. Taman =
. 200 m?*x Rp. 50.000,00 Rp. 10.000.000,00
c. Pagar =
120 m?*x Rp. 1.5 m?* x Rp. 175.000,00 Rp. 31.500.000.00
Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000.00
Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 421.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. 10.000.000.00
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) = Rp. 411.500.000,00
PBB Terutang = Tarif Pajak X NJOPKP
0,15% X 411.500.000.00 = Rp. 617.250,00

imdanakan di Sungai Raya
30/ 12./20)
RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSE!Y SYAUWIK
BERITA DAERAH KRBUPATEN KUBU RAYA




LAMPIRAN XV} PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ¥V TAaHUN 2011
TANGGAL : 23 ~/2- 201L
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN veFemmlr [ ] CL 1T 11 CILI3
, DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
: 3 [Selam yang dioi petugas {begun yang diarsw), disi oleh
% SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Wajib Pajak
INAS PENDAFATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB, KUBU RAYA
1. JENIS TRANSAKS] 1. Perekaman Data | |2. Penutekhiran Deta 3, Penghapasan Deta
PR DTO KEC KEL/DES BLOK NO. URUT
2. NOP MO OO OO O IO 14 d
3. NOP BERSAMA OO 1oy 4
A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
4. NOP ASAL I I Y I O O
s No.sperLama [T T 1 11
B. DATA LETAK OBIEK PAIAK
6, NAMA JALAN 7. BLOK/KAV/INOMOR
oLt FE R rrrrrr P rrtrrr e
8. KELURAHAN / DESA 9. RW 10. RT

T T T T T T T T T 1 1 1 T 11
C_DATA SUBJEK PAJAK
11. STATUS [D.pemitc [ ]2 Penyews [ ]3.Pengelole [ ]4 Pemakai  [_]5. Sengketa
12. PEKERJAAN [ r.ensy  [[Jz aeriy» [ 13 Peomnan)® [ Ja.Badm [ ]5 Lesuye

13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWP
U I N N A N O 0 A N At SO 2 N N I O O
15. NAMA JALAN 16. BLOK / KAV / NOMOR
Y S NN TS NN NN N NN NN N N N N D BN AR
17. KELURAHAN / DESA 18. RBW 9. RT
T T T T T T T T I YT T T T T 1111

20. XABUPATEN/KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP
I 1 1 11 VP11 0111 1.]

D. DATA TANAH
22 LUASTANAHGV L L 1 1 1 1 1 1| | | |

24, JENISTANAH ]t Tansh+Bengunan [ ]2 KeviogSizp Bangm [ JTansh Kosong [ Fasilitas U
Catatan : )* yang penghasilannya semata-mata bernsal dari gaji atou vang penzitman

Dilarjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

25 JUMLAHBANGUNAN 1 1 ]
F. PERNYATAAN SUBIER PAJAK
Saya manyatakan balrwa informes yang telsh says berikan dalam formmlir mi termesok Enmpiremnys adalzh benar, jelas dan lengkap menunat keadaan yang

sehenamya, sesuni dengan Pasal 82 ayat (2) P Docrab Kabagy Kubu Raya No. | Tahur 2011.
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27 TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUABANYA

- Delam hal bectindak selsku kussa, Suret Kuasa hayap dilampikan o
- Delam hal Subjek Pajak meandafarkem scadiri Objek Pajak, supsys menggamberian Sket/Densh Lokesi Objek Pajak
. Batas waktu pengembealian SPOP 30 (tiga puluh) hari sepak dierkna oleh Subjek Fajak sesuai Pasal 52 ayet (2) Perds No. 1 Talzm 2011

SKET / DENAH LOKASI OBIEK PAJAK

Comich baran
|Keterangan : R ‘
- Gamberkan sket/deanh lokas) objek pajak (taapa skals), yang ditubungkan ,;
dengan jalan raya / jalan protokol, julsn lngkungan dan lam-lam yang mudsh i At
diketalns obeh urmram, TAT Kamo | I An ]

- Sebutkan betes-betas pemmilikan sshelah viara




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERHATIAN - Tsilah formulir iné dengan benar, lengkap dan gunakan hxuf balok
- Pengision haruf dizmulai dari kotek ewal.

No. Formmlir ; Drisi oleh Petugas
JENIS TRANSAKS] : Diisi oleh Petugas
NOP © Diisi oleh Petugos
NOP BERSAMA . Driisi oleh Patugas

E. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

NOP ASAL . Diisi oleh Petugas
NO. SPPT LAMA : Disioleh Peugas

F. DATA LETAK OBJEK PAJAK

NAMA JALAN : Isilah denganNamo alamat objek pajok.

Gunakan singkaian sebagai berikut ;

JL vk Jaion K4V onak Kaweling GG wntik Gong
B wetuk Bangar KO ok Komplek KP  wnnik Kampung
BLOK/XKAVNOMOR : Isilak dengar Nomor, Blok Kaveling.

Contok Peagisian NAMA JALAN - BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN BLOK/KAV/NOMOR

JL. HR RASUNA SAID KAV B7

L. SRIWDAYA TV 10

L. LABU GG I 15

GG AYUR 28

KP RAMBUTAN BLOK C)-22

JL CEMPAKA PUTIH ELOK BLK BLOK DI-15

KELURAHAN/DESA : Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek paiak berada.
RWRT : Isiloh dengan nowmor RWRT dimana objek pegiak berada.

G. DATASUBJEK PAJAK
STATUS : Barileh tanda sileng (X} sesual dengan keadaan yang scbenammys pads sast formuta diisi.

PEKERJAAN : Berilzh tarda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2 (ABRE), 3 (Pensiunan), jiks penghasilan
subjek pajak semate-meta berasal dari gaji wtau uang pensiun. Butir 4 (Baden) diberi tands
silang (X) jiks obyek pajak tersebut milik Badkn steu Pemerintah. Buter 5 (Lairwnya) dibert
tanda silang (X) jika subjek pajak adalsh PNS, ABRI, Pensiunan yang snempinyai peng-
hasibim lain diluar gadi atau uang pensiunan, dan pekerjann lainnya selain PNS, ABRI1 dan
Perasiunan

NAMA SUBJEK PAJAK : Isilah dengan iengkayp.

Gelar, titel, panghat don yang sepenis, penulismnye disingkat db helakang nama subjek pajak
Setelah kema dideri jarak sat spast dom diakhiri dengan titik

Contok © ALl H
SUWARNGC, JEND
JOHANNES, PROF.DRIR.SH
NPWP : Isilah dengan Nomor Pokok Waylb Pajak (NPWP). Jike objek payak milik perorangan
maka NPWP yang dicantumbkan adalah NPWF Perorangan.
NAMA JALAN : Isilah dengan namu: jalaw/alamat subjek pajak sesuai petioguk hung B
KELURAHAN/DESA isilah dengan nama kelurahan/desa dimana subyek pazak beriempai tinggal.
RWRT . isiiah dengam: nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal
KABUPATEN/KOTA : silah dengan nama KabupatavKodya dimaa subjek pajak bertermpat tinggal
MADYA-KODE POS
NOMOR KTP : isilah denganNomor KTP dari subjek payak persecrangan.
A. DATA TANAH
LUAS TANAH : Isiloh dengan luas tanch objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi)
sesuai dengon penmyuk pengisian angka.
ZONA NILAI TANAH . Ditsi oleh petugas
JENIS TANAH : Berilah umda silang (X) sesuai dengan pemanfatoan tanah, pada kolom yang tersedia.

B. DATA BANGUNAN
JUMLAH BANGUNAN - 1silah dengon jumiah bangunan yang ada pada objek pajak (Didang tanahj yang bersanglautan.
Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lawgiran SPOP.
C. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,
TANDA TANGAN : isilah diatas masing-maxing garis yang disediakan.
D. IDENTITAS PENDATA/PEJARAT YANG BERWENANG
SKETDENAH LOKASEOBJEK PAJAK
Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jiks subjek pajak meswlaftarkan objek pajaienyn. Apabila kegiatan pendatean ditakuksn oieh
Dinas Pendapetan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah, Sket/Lokasi objek pajak tidak pertu diisi/digambar.




B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN No.Formmlir [ 1 1T 1 1 1 1 1 L 1 |
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Sciam yang ditsi potwgas (bagisn yeng disexic), diisi olch

JAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAR ' Wajib Pajak
). IENISTRANSAKSI | _ |I PerckomanDeta [ |2 Pemukhiran Datn [_I>. Pengimpusan Dann
[ 14 Peaainn ndividuat
PR oTR KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE
2. NoP OO OO OO OO OO T 3 » sese CT 171
« awoes T T
1. IPENTITAS OBJEK
5. JENISPENGGUNAAN  [[_]i Perumehen [Jz peamoran [_J3. pabeic
BANGUNAN [CJ+ Tokmiapok/Rako s rum [ Je. ontragarretzensi
3. vowtRestoWismn [J# seogxeiscudeng [ Js. ceduag Pemerintah
)10 Lainiain []11. Bacg. dak kens pajk []12. Bangman Packar
2. ApertemenK ondominim [J94. Pompe Bessin (Kanopi [ _115. Teogi Minyak
)15 Gedung Pextenman
6.  KONDISIUMUM [ Jv- Secpae B Clzex  []3 sedang 4 sae
7. THN SELESAI BANGUN CI 111 & THN RENOVASt CLCI113
T. DATA KOMPONEN UTAMA
le. MLAHLT. BANG 1 Jcrutax semasu Basemens) 10, JUMLAH LT. BASEMENT 1
11. LUAS BANGUNAN FT T T T T T TT = 12. LUASLT. BASEMENT I T T 71w
[Setam ;
13. KONSTRUKSS s [Jesu Bon [Jeeten Ckars
L DATA KOMPONEN MATERIAL
14, MATERIAL ) ovpsum mpat er. [Joypeen Lokal Esr. [ pes Dinding Sir
DINDING DALAM Bsn Bam 1/2 bt Bam
[Jroiptexs Esu_ [ Jetywoos Bsn.
Bam Bum
15. MATERIAL [CIxacs S ST N I | [ celeon nemieh it ]
DINDING LUAR ~ [_]Pas 122 baru jamshie [ ] ] [C]Betem Pracetak samtar e [T T ]
- PO o - b T T
16, PELAPIS [xecswopot  mumanie [ [ T ] E&r. [ Jweltpaper noeh: [T ] s
DINDING DALAM B Bsn
[Jxeca Lokal nmshie [ ] Es:x. CJonesmport  nemienze [ [T ] Ser.
Bam B
(M= wport  nemabit [ ] | Bsu. [Jormmtrokst  hamhie [ T ] Str.
Ben Bom
Cvamertom fumtente [T ] B&. [CIrecmixset  sumenie [T ] ] Str.
Bsm Bero
- g
Bem
17. PELAPIS [CJoremittport  swntanrze [ [ ] [CJMamer ot Jwmisbne [ [ ]
DINDING LUAR [ e Impore nowehit [ ] T | [ Jormit Loka jembre [ T ]
[ IMemeriokat  Jumdebee [ T ] [ Jxacs Lokal woenie [ T ]
(et wnts LT s R .

18. LANGIT-LANGIT [ ]Oypsum ramebtt [T ] B:'n Clacea mmdebte [T 1 str.

[Frciptex + nobhu [ 1] s CJetemi mebe T T 1 Su.
Cat Bm E Bem
19 ATAP [Cpe Cloemeng [ Jommns Tasbes s [ Joeners [ Joentes
Boson Kernmk Press beton Beton Gelombeng, Sirap Tanwh Laat
20 PENUTUPLANTAI [ _JGmntimpon  jumbte [ | T ] Bsn. [Juamerimport  samhie [~ 1 T ] Esu.
Ben Bem
[COMamervoant  nmsbsbe T T B;:m [ Joramt Lokn mmehe 1 1] E ::n
CJrapetimpor sumkbts T T 3&_ [xeremix aeinhle [T 1] Str
Bem Stndar Bem
CJvem [ Y TR I . [ Jxcarper meteh s [T 1 ] str
Ban Loka) Bam
[[Jrats Kayw e T 1] 33-. (" ]Pas in noshit [T ] 1 str.
Bam Abu-sbu Bom
resso jakhe £ 1 11 3&. [CJsemen a1 1 ] su.
Bem Bsm




IV. DATA KOMPONEN FASILITAS

21. JUMLAH & DAYA = Sphit LI I I 1 Jum [ | | K b. Window L 1 I L I Jum [ | | Jex
AC
choor [T T T T Juae [T T Jrx [J4 centrat
22 JUMLAH LIFT 8. Penumpang Eljum b. Barang EDUM
23. ESKALATOR a Lebar<08m [ ] Junit b Lebar>08m [ Juna
21, PAGAR « Bankn [CLITJn mww [IJ= bea (LI T Iw ww [Ie
cooompncosk [T T T Jn o [ L Jn dbw [L LT Jw Tow [T
o R [TI1T e ™ [Tl
25 GeNSET [ T T | JkvA 26 pAYALSTRIK [ | | [ | [ [ ] Jwat [27 SISTEMAIRPANAS Ada
TERPASANG Tidak Ada
28 SIS PENGOLAHAN Ada 29. KEDALAMAN I I Jm 30. RESERVOIR Ada
LIMBAH Tidak Ada SUMUR ARTESIS Tidak Ada
31. PROTEKSI API [Ja Hydrant [Je- Atarm Kebakaran 32 PENANGKAL PETIR Ada
Tidak Ada
[Ib. sprinkier [Ja mnterkom
33 JUMLAHSALURANPABX [ ] [ | |sa  [34 SISTEM TATA Ada 35, VIDEO ey [ 1]
SUARA Tidak Ada INTERKOM Jml Lt
36. SISTEM TV 38 JUMLAH LAPANGAN TENIS 39 LUAS PERKERASAN
s MATV Ls (n?)
Jml Lt Dgn Lampu Tanpa Lampu
b CCTv Lﬂm‘)ll a Beton Ll B [ | [Ban [a Ringan  F [ I T
Jml Lt
b. Aspal [T dean [T JBan |bsedmg [T T [ T T ]
37. KOLAM RENANG c. Tansh Liat [ ] IBan [ | |Ban c. Keras R T T A |
. Lo LT
b Finishing Diplester
Dengan Pelaps
V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG
PABRIK/GUDANG
40 Ketimg [ | | | | | Im A1, Tingg I 1w 42 Lebar T T Im
tidang, Kolom Hentang
43, Luas N (s I I [
Mezazamn
44, Lantai DayaDukung [ [ | | [ | Jom?
[Jpompa BensiN 45, Jumish Kamopi [ | |
[Jranckr MiNyAk 46. Possi Di atas Tanah 47 Kapasits [ ] | | | [ [m
Di bawsh Tanah
VI PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)
as nmarsistem [ [ [ [ ] | [ 1 ] | o nmamwovoual [ T T T T | [ T |
VIL IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA
50. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI | ) Sl 77 O (2 T |
S1. TANGGAL PENDATAAN [T T/T T T/T7T T 1 |55 TANGGAL PENELITIAN | (AL (7 T O 7 (i |
52. TANDA TANGAN 56. TANDA TANGAN
53. NAMA JELAS 57 NAMA JELAS
54, NIP S8 NIP
BUPATI KU
Diundanakan di Sungai Raya
D20 tanEl e BLARAROY |
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 5 -




PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

10.
1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18
19.

2L

24,
25.

P N

26.

Jenis Tramsaksn
NOP

Junlah Bangrenan
Bangunan Ke

RINCIAN DATA BANCUNAN
Jenis Penggunazn Bangymam (JPB)

Daya Listrik Tomasang/Watt

Tumiah lapangan tennia

jumlah Lift

Jumniah tangga barjalan :
Panjang pagar, bahan pagar :
Pemadam kebakaran :
Jamlahvsal Pesswst PABX :
Kedalaman sommsr artesis :

Diist oleh Petugas
Diisi oleh Petugas
Diisi oleh Petugas
Diisi oleh Petugas

Bertlah tanda siiang (X) sesnai dengan pemargaatan bangunan saat im. Apabiia penggunaan satu
bangunan lebik dori satu jenis, maving-masing pengg bang mengpundakan I (saru) lemb,
lamprran SPOP seswai dengan JPB-rya.
Contoh :

- Lantat basemerst sonk pariar (/PB = 12)

- Lantai 1-6 untak perkantoran (JPB = 2)

- lantai 7 dan selerusnya untuk apartemen (JPB = 13)

Isitah pemiah Ieas larta bangunan termasuk teras, baikon darn banguran tawbahan lainnya.

Isilah jumich lamai yang ada,

Cubup Jelas.

Istlah dengan tahun tevakdty divenovas:.

istiah daya listrik sesua yang tertera dalawm relzning.

Cukup Jelas.

Cubsp Jelas.

Berilah tanda silang (X) seswux dengan bakhan yang digundan. Jika bahan yang digunakan lebik dari
xaty jents, pililcantumkarn bahan yang {chomi

Berilah tanda silang (X) sesua dongan baharn yang digunakan, Jika bah
sat jents, pilicantiemkan bahan yang wama/dominan.
Berilah tanda silang (X) seswoi dengan bahan yang digunak
satu jenis, pilicantumkan bahan yang utaraldomi
Berilah tanda silang (X) sesuai dangan bahan yang digunak
sat jerds, pilil/cantimkan bahan yang wtama/dominan.

yang digunakan lebih dari

Jika bah kan letrir dart

yang dig

Jika bak kan lebiir dari

yang dig

Crkup Jelas.
Cukatp Jelas.
Crdup Jelas.
isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.
- Konstruksi Ringan :
Tebal rata-rata 6 cm, biasamya menggunakan beton ringan.
- Konstruksi Sedang :
Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanyo menggundkan beton, aspal

ataw paving block.
- Konstrukyi Berat :
tebal rata-rata lebik dars 10 cm, menggunakan beton diapis aspal, wnisk halaman
- penutip lantai misalmya : dengan keramik dif
Caukup Jelas
Cuup Jelas
Cudup Jelas
Cukup Jelas
Ciohup Jelas
Isilah sesuai dengan jumiah saluran telepon fexie ) yang dikubungkan dengon PABX.

Cukup Jelas




TAHUN
2. =

2011
2011

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3 99
TANGGAL 2 30 -
TENTANG

: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

SPPT PBB P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

AKUN

TAHUN :
NOP :
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
NPWP :
OBJEK PAJAK LUAS (M) KELAS NJOP PER M* TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB P2

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB P2 =
NJOPKP (Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak) -
PBB P2 yang Terutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) :

TGL. JATUH TEMPO a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TEMPAT PEMBAYARAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA BIDANG PENDAPATAN,
 (— )
. NIP.
NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan : Diterima Tanggal
Desa / Kelurahan : Tanda Tangan
NOP
SPPT tahun / Rp. Clvonomomonssrnpgmansass samonamnnsnransinsnens atmysomneness )

«q-,kan di °suwga| Raya
i '3'

ino =

SRARL .

HUSEIN UWIK
qu. '.<' : ':»Am KB RAYA

T'\

MU




LAMPIRAN XVHI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL : Jo - /2- 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH
PERHITUNGAN BPHTB :
A. Peralihan Hak atas Pemilikan Bersama
Contoh Kasus :
Pada tanggal 12 Februari 2008 A, B dan C sepakat bersama-sama membeli tanah dan
bangunan yang terletak di Sungai Raya sebesar Rp. 400.000.000,00. Pada tanggal 10 Maret
2011 A, B dan C menghadap ke PPAT Kabupaten Kubu Raya dengan menyatakan
maksudnya bahwa A dan B akan menyerahkan seluruh hak kepemilikan tanah dan
bangunannya kepada C. Adapun NJOP PBB Tahun 2011 tanah dan bangunan yang mereka
miliki bersama tersebut adalah sebesar Rp. 210.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp.
450.000.000,00. Maka besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar :
Nilai NJOP ©  Rp. 210.000.000,00
Nilai Pasar . Rp. 450.000.000,00
Porsi Kepemilikan: A : 1/3 xRp. 450.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00
B : 1/3 xRp. 450.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00
C : 1/3 x Rp. 450.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00
Karena Nilai Pasar lebih tinggi dari Nilai NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai
Pasar tanah dan bangunan sebesar Rp. 450.000.000,00
NPOP = 2/3 x Dasar Pengenaan (Nilai Pasar)
= 2/3 x Rp. 450.000.000,00
= Rp. 300.000.000,00
BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) x tarif pajak
= (Rp. 300.000.000,00 — Rp. 60.000.000,00) x 5 %
= Rp. 240.000.000,00x 5 %
= Rp. 12.000.000,00
B. Peralihan Hak atas Waris

Contoh Kasus :

A meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2006 , meninggalkan empat orang ahli waris
yaitu B,C, D dan E. Sebelum meninggal A telah memiliki tanah dan bangunan yang terletak
di Sungai Raya seluas 480 m2 dengan NJOP sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan harga pasar sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pada tanggal 15 April 2006 telah dilakukan turun waris terhadap tanah dan bangunan
peninggalan almarhum A tersebut sehingga di dalam sertifikat tercantum nama-nama B,C, D
dan E. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2007 B,C, D dan E menghadap kepada PPAT
Kabupaten Kubu Raya dengan menyatakan maksudnya bahwa B,C,dan D memberikan
warisannya kepada E. Maka besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar :



Nilai NJOP : Rp. 800.000.000,00

Nilai Pasar . Rp. 1.500.000.000,00

Karena Nilai Pasar lebih tinggi dart Nilai NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai
Pasar tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.500.000.000,00

NPOP = % x Dasar Pengenaan (Nilai Pasar)
= % xRp. 1.500.000.000,00
= Rp. 1.125.000.000,00

BPHTB = (NPOP — NPOPTKP) x tarif pajak

(Rp. 1.125.000.000,00 — Rp. 60.000,000,00) x 5 %
Rp. 1.065.000.000,00 x 5%
Rp. 53.250.000,00
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LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL 30 -/2- 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN BPHTB BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR ..o “
TENTANG
PEMBETULAN BPHTB
YLy L N— Y NOMOR............... ¥ TANGGAL............. 2
BUPATI,

Membaca,
Surat pcrmobonan pembemlan BPHTB dari Wajlb Pajak/kuasa dari Wajib Pajak ™ ... ¥ Nomor ......... ® tanggal
................ "atas ...........” Nomor ... 7" tanggal..... " yang diterima ........."" berdasarkan tanda terima
Nomor ............... ol -
Menimbang,

Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dit dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor
............ " tanggal ........."" terdapat/tidak terdapat = cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB %

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya:

MEMUTUSKAN,
Menetapkan : )
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS ............. 19 NOMOR.........."" TANGGAL .......... )
PERTAMA : }
Menerima scluruhnya/menerima sebagian/menolak ~ permohonan pembetulan BPHTB atas ') Nomor ... -
tanggal ........... )
N WHHIBPEHEE 300 0§ i e -
NOP U SO, SIS S—EG————. =
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak ' @ e 8
KEDUA :
Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :
No Uraian Semula Hasil Pembetulan
ki |ccneasancsasases T —— I (S 4
P P L
D R O N e —
DHEApKEN B ..o :f'
Pada Tangal ... =
BUPATI
ttd.,

" Coret yang tidak perlu

Diundanakan di Sungai Raya
e Y 12200

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

i SYAUWIK
BE ‘""T;\r»; RAF

TAHUN. ;m// NOMOR...

VABUPATEN KUBU RAYA




Petunjuk Pengisian Lampiran XIX :

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25

Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30

diisi Nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atan surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atan surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor surat permohonan pembetulan

diisi tanggal snrat permohonan pembetuian

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan ataa surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atan surat ketetapan BPHTB

diisi kantor Pemerintah Dacrah yang mencrima permohonan pembetulan BPHTB
diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB

diisi tamggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB

diisi noruor Laporan Hasil Penclitian Pembetulan BPHTB

diisi tanggal Laporan Hasil Penclitian Pembemlan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi Langgal pencrbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak

diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan

contoh pengisian : nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, perhitungan pajak terutang dtl
diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
diist kota tempal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetuian BPHTB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB



LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR . 49 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -/2- 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN BPHTB BERDASARKAN JABATAN

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR ........ooooovrririrrirnnnonn, Y
TENTANG
PEMBETULAN BPHTB
ATAS oo DNOMOR.....c.oc55 ¥ TANGGAL............. g
BUPATI
Menimbang, y

a. Surat Ketetapan BPHTB ........... %) Surat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan ..........% ” Nomor ........... " tanggal
............ “atasnama ...............”%

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebaﬁau'nam dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan
BPHTB Nomor ........... ' tanggal ... """ terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB ~;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah:
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya:
MEMUTUSKAN,
Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS .............. '’ NOMOR........... ¥)TANGGAL .......... b
PERTAMA :
Membetulkan secara jabatan atas ......... " Nomor ........ ' tanggal ... o,
Nama Wajib Pajak S R e R TR w
NOP O it S 1
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak = @ e )
KEDUA :
Sesuai Diktum PERTAMA rincian pembetulan sebagai berikut :
No Uraian Semula Hasil Pembetulan
T [ e — Y R, o R | | &
7 R R | ———
| (e (S | (I S
Ditetapkan di ...........cooucvoreusine o
Pada Tangal ............cccooooevernnne. al
BUPATI,
td.

" Coret yang tidak perlu

wokan di Sungai Raya
e AOLI L ROV

» DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NISYAUWIK

""TADAERAH KJEUPATEN KUBU RAYA




Petunjuk Pengisian Lampiran XX :

Angka |
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26

diisi Nomor Surat Keputusan Pembetutan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atan surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atan surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
diisi jenis surat keputusan BPHTB (jika surat keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Wajib Pajak

diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

diisi tanggal Laporan Hasil Penclitian Pembetulan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketctapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

diisi nama Wajib Pajak

diisi Nomor Objek Pajak

diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak

diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan

contoh pengisian : nama Waijib Pajak, alamat Wajib Pajak, perhitungan pajak terutang dll
diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan ataw surat ketetapan BPHTB)
diisi data hasil dari pembetulan BPHTB

diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB

diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB



LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR . ¥/ TAHUN 2011
TANGGAL 30 -2~ 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
IDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAN

Jalan Sockarmo-Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774
SUNGAI RAYA

Kade Pos 78391

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMBETULAN BPHTB

L Surat Permohonan Pembetulan

1. Nomor dan Tanggal L ettt et ———aaaaanaaaeearenenans ”
2. Tanggal Terima Surat e, e 2
3. Nomor Tanda Terima Surat L e, »

II. Identitas Pemohon

4
1. Nama L e e e e 5)
2. Alamat U )

IEl. Permohonan Pembetulan atas

1. Jenis Keputusan/Ketetapan ST OO RPPP ®

2. Nomor
3. Tanggal

............................................

7
&

IV. Penelitian Persyaratan

Pemenuhan' Keterangan
No Uraian Persyaratan 9 ga
Ya | Tidak
1. | Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia  diserta: alasan  yang  mendukung
permohonannya

2. | Diajukan kepada Pejabat

3. | Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Daiam hal bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak :

a. Dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus bagi Wajib
pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar
dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak
Badan;

b. Dilampiri dengan Surat Kuasa bagi Wajib Pajak orang
pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah)




V. Berdasarkan peneclitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV,
permohonan pembetulan dimaksud memenuhiftidak memenuhi ) persyaratan sehingga

permohonan pembetulan dapattidak dapat ” dipertimbangkan.,

SungaiRaya, .......................... 10)
Mengetahui,
Kepala Seksi ...... TR m Petugas,
12) 14)
S T ,
N
AUPATI KUBU RAYA
Y
ATEN KUBU RAYA
DA HE] lA AN

(BYALRNVIK

h

" JPATEN KUBK RAYA

o Do 2Of. i TR,




Petunjuk Pengisian :

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15

Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan BPHTB
Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan BPHTB
Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB
Diisi dengan nama Wajib Pajak

Diisi dengan alamat pemohon

Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Diisi dengan keterangan apabila pada kolom “Tidak” diisi tanda “V”

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian Persyaratan
Pembetulan BPHTB

Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan
pembetutan BPHTB

Diist dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11
Diisit dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 1)

Diist dengan nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan pembetulan
BPHTB

Diisi dengan NIP petugas sebagaimana dimaksud pada angka 14



LAMPIRAN XXil PERATUKAN BUPATI KUBU KAYA
NOMOR - 44 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 -s2- 2011
TENTANG PEIUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. LAPORAN HASII, PENELITIAN @ PEMBETULAN @ HBFHIH HBERUASARKKAN
PERMOHONAN WAJIB PAJAK

A PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
f BINAS PENDBAPATAN PENGELGLAAN REUVANGAN

DAN ASET DAFRAH
Jalan Soekarno-Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774
BUINGAL RAYA

Kode Pos 78391
LAPUKAN HAMSIL PRNELEEIAN FEMBRLT ULA.N BPHIB
Nomor :

HBerdasarkan Surat (ugas NOMOT ..................... * tanggal .............. ** telah ditakukan
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ................ Y sampai dengan tanggal ............. .
terhadap permohonan pembetulan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak :

NAMAE & e i

Alamat = e, »

Melalui surat nomor ......................... * tanggal .............. ”) yang diterima Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tanda terima surat nomor
.................. ' tanggal ............... 'V dengan uraian sebagai berikut :
L UMUM

- » T 7

£, aNU N

2. Alamat Objek Pajak SUURIURRRURRNRO EUTSRUTRRRTRRR %)

3, Tahun Pajak L )

4. Jenis Surdl keputusan/Keretapan U USSP PPN -

5. Nomor Surat keputusan/Ketetapan @ ... ... ... 16)

6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan © ............................cc.cooiiiis, .

ii. DASAK HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenmang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Z. Peraturan Laeran Nomor 1 1anun 2ui1 teniang Pajak Laerah Kabupaten kubu Raya.

3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemunoian Rea Perolehan Hak atag Tanah dan R_an_gtman {RPHTR)

IIl. HASIL PENELITIAN
i. Penehitian di Kantor

...............................................................................................................



IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Petugas Peneliti [

19)
NIP. i

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya,

21)

T

Petugas Peneliti 11

19)

. .

NP, .ooooooeonn

Kepala Bidang Pendapatan,

23

D)

NP o



Petunjuk Pengisian :

Angka 1 Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB

Angka 2 Diisi dengan Nomor Surat Tugas

Angka 3 Diisi dengan tanggal Surat Tugas

Angka 4 Diisi dengan tanggal mutiai tugas penelitian

Angka 5 Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian

Angka 6 Diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 7 Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka 8 Diisi dengan nomor surat permohonan pembetuian BPHTB

Angka 9 Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan BPHTB

Angka 10 Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB

Angka 11 Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB

Angka 12 Diisi dengan Nomor Objek Pajak

Angka 13 Diisi dengan alamat Objek Pajak yang diajukan pembetulan BPHTB

Angka 14 Diisi dengan Tabun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetulan diajukan
atas surat keputusan BPHTB)

Angka 15 Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Angka 16 Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Angka 17 Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Angka 18 Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan
BPHTB

Angka 19 Diisi dengan nama petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB

Angka 20 Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB

Angka 21 Diisi dengan nama Kepaia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Angka 22 Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Angka 23 Diisi dengan nama Kepala Bidang Pendapatan

Angka 24

Diisi dengan NIP Kepala Bidang Pendapatan



B. LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN BPHTB SECARA JABATAN

\ PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
i DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

IDAN ASET DAERAN
Jaian Soekarno-Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN BPHTB
SECARA JABATAN
NOmMOTr : ... e b
. Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..................... ? tanggal .............. 3 telah dilakukan
penelitian dalam rangka pembetulan BPHTB secara jabatan yang dilaksanakan pada tanggal
................ “) sampai dengan tanggal ..............") dengan uraian sebagai berikut :
E UMUM
1. NOP U ©
2. Alamat Objek Pajak . .
3. Tahun Pajak e %
4. Jenis Surat keputusan/Ketetapan e, %
5. Nomor Surat keputusa/Ketetapan  © ..............................ccooooo 0
6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan @ ...............ocoooiiiiiiiiiiieninnn, .

II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
. 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

ITII. HASIL PENELITIAN

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................



IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Petugas Peneliti | Petugas Peneliti 11

13) 13)

NP NP

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Pendapatan,
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya,

15) 17)

T TR

"10‘ n di Sungal Raya
30/ /27200

SE RIS DAE RAH KABUPATEN KUBU RAYA

i) “"AUW‘K
\ERAM KABL ‘ENKUBURAYA
.20 [ OMOR... Bre. . (N




Petunjuk Pengisian :

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Diisi dengan Nomor Surat Tugas

Diist dengan tanggal Surat Tugas

Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian

Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian

Diisi dengan Nomor Objek Pajak

Diisi dengan alamat Objek Pajak yang diajukan pembetulan BPHTB

Diisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetitlan diajukan
atas surat keputusan BPHTB)

Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB

Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan
BPHTB

Diisi dengan nama petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB

Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB

Diisi dengan nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Diisi dengan nama Kepala Bidang Pendapatan

Diisi dengan NIP Kepala Bidang Pendapatan



LAMPIRAN XXIIIT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR . Y TAHUN 2011

TANGGAL . 30 -/2- 201

TENTANG : PETUNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 201}
TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTRE}

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN KFEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Seckarne Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774

SUNGAI RAYA
Kaode Pox 78391
SURAT TAGIHAN PAIMK DAERAH
BEA PEROLEMAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

{Nomor Tahun:

Tanggal Penerbitan
Rp
Jumiah pajak yang terutang yang masih harus dibayar : {
Nama & Ala Palak

NOP : NPWP -
Perinclan Pajak yang Terutang
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan®) Tahun 2011 Rp -
2. Telah dibayar tanggal ... oo Rp -
3. Pengurangan Rp -
4. lumiah yang dapat diperhitungkan {angka 2 + angka 3) Rp ‘
5. Pajak yang kurang dibayar fangka 1 - angks 4} Rp

LG. Denda administrasi 2% x 2 bulan x angka 5 Rp -
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  angka1 Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar {5+ 6+ 7) Rp -
Tanggal Jatuh Tempo Tempat Perbayaran :

No. Rekening :

PERHATIAN

urat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Yanah & Bangunan {STP BPHTB ini
harus dilunasi paling lambat satu (1} bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatub tempo utang pajak belum dilunasi,
maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa,
petaksanaan sita, dan lelang.

Kabupaten Kubu Raya,

Kepala Dinas Pendapatan Pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah,

NIf

2oy . 7)5/




LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 44 TAHUN 2011
TANGGAL 30 -/2- 2011
TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

5. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744, Fax (0561) 722774
Sungai Raya

Kode Pos 78391

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR {SKPDKB}
BEA PEROLEHAN HAX ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor :

Tanggal Penerhitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

Hak atas Tansh dan Bangunan terhadap :

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Bab XV tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan

Nama : NPWP :
Alamat :

Kabupaten/Kota : Kode Pos °
Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannva dengan:

Akta/Risatah Lelang/Pendaftaran Hak : Nomor : Tanggal .

NOP : Jenis Perolehan Hak :
Alamat : RT/RW :
Pesa/Kelurahan : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kode Pos

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut :

1 Nifai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak {1 - 2) Rp.
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp............... {3} Rp.
5. Pajak yang seharusnya dibayar Rp.
6. Pajak yang telah dibayar Rp.
7. Diperhitungkan :
7.a. Pokok STPD Rp.
7.b. Pengurangan Rp.
7.c.lumlah{?.a + 7.b) Rp.
8. Jumiah yang dapat diperhitungkan (6 + 7.c) Rp.
9. Pajak yang kurang dibayar (5—8) f!p.
10. | Samksi Administrasi berupa bunga (Pasat 84 ayat (2) Perda No. 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Bunga= .......... .. butan x 2% x Rp.... | Rp.
11. | Jumlsh yang masih hatus dibayar (9 + 10) Rp.
Dengan huruf :
Kepada Yth. a.n. Bupati Kubu Raya
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
[ [
NIP.
MCoretyangtidakperu
Nama Wajib Pajak
Atas peroiehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,
Alamat :
NOP
Nomor STPD
Tanggal Penerbitan

N




LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR . 94 TAHUN 2011
TANGGAL 20 /2 - 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
1. Soekamo Hatta Telp. (0561} 722744, Fax {0561) 722774

Sungai Raya
Kode Pos 78391

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor :

Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

L

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Bab XV tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan telak dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : NPWP :
Alamat :

Kabupaten/Kota : Kode Pos :
Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Penaftaran Hak : Nomor : Tanggal :

NOP : Jenis Perolehan Hak :
Alamat : RT/RW :

Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kode Pos :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah diketemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap,
Sehingga jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2, Nifai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP} Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1— 2} Rp.
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp........ce.eu.. (3} Rp.
5. Pajak yang seharusnya dibayar Rp.
6. Pajak yang telah dibayar Rp.
7. Diperhitungkan :
7.a. Pokok STPD R!p.
7.b. Pokok SKPDKB Rp.
7.c. Pengurangan Rp.
7.d. Jumlah [Z.a+ 7.b+ 7.c) Rp.
8. Sumlah yang dapat diperhitungkan (6 + 7.d) Rp.
9. Pajak yang kurang dibayar (5 - 8) Rp.
10. Sanksi Administras! berupa bunga {Pasal 84 ayat (2) Perda No. 1
Tahun 2011 tent+an§ Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Bunga = - .. bulan x 2% x RP......ccweveerse. {9) Rp.
11. Jumlah yang maslh hams dibayar (9 + 10) Rp.
Dengan hurut :
Kepada Yth. a.n. Bupati Kubu Raya
rreetaRLstaAat o s hsbeaTsb e nan st ten s st nnnns smen Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
di...
NIP.
JCoretyangtidak perly e e
‘Nama WajibPajek T Diterima tanggal
Atas peralehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan, Oleh
Alamat :
NOP
Nomor STPD : ﬂ {
Tanggal Penerbitan : Nama Le p # Tanda Tangan /




LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/SKPDKBT

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUBLI RAYA
NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ATAU SURAT KETETAPAN PASAK DAERAH

BUPAT) KABUPATEN KUBU RAYA

Memperhatikan . Surat permohonan pembetulan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah atas nama _.............cc.e.ee Nomor ..o TANRBAN coomveriinciniaens
Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil penelitian, ternyata dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak

Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau keketiruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang pertu membetulkan
Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat ketetapan Pajak Daerah dimaksud dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011;

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBETULAN SURAT TAGIHAN
PAJAK DAERAH ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 1

Membetulkan Surat Tagihan Pajak Daerah {STPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB) atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan {SKPDKBT) atas nama ............. NOMOr ....cooonvnans Tanggal
................ sebagaimana Lampiran | Keputusan Ini.

Pasal 2

Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1
menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah / berkurang / dihapuskan ~ yang semula Rp.

{ ) seharusnya Rp. e { ) dengan
perincian sebagaimana Lampiran if Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ....c.ccoveevaeemaes

Pada tanggat ....cccccveecceennnae

a.n. Bupati Kabuhatém Kubu Raya

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NIP.
Tembusan :
1. Wajib Pajak;
2. Bupati Kabupaten Kubu Raya sebagai Tembusan

7 coret yang tidak periu



Lampiran §| Keputusan Bupati
Nomor
Tanggal

Perincian Pembetulan STPD :

Salah tulis pada :

1} v ers SBRIIA 1evieeens e osee et SENACUSIYA ...oovecvevvreenreereeiirie e veaereess

2} s ienaneses e SETUIA ceeeaee s SERANUSAYA (.o,

3) e ecarrnrsesssns SEIUIB et e SEhATUSNIYA ...vvvierierceiec s vrnne

3 OO UOOOU T ORUSROTUSUUORT -1, 17! - JOTTRRRR OO SERAIUSIIVA .vvvvevccreiiiieer e ee i
Salab tulis, salah hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir
li dengan perincian sebagai berikut :

Uralan Semuta (Rp) Seharusnya (Rp) Keterangan

Pokok pajak yang harus dibayar

Telah dibavar tgl .....ocoooveievieeeeenesieees o,

Pengurangan

Jumiah yang dapat diperhitungkan {2 + 3)

Kurang Bayar (1 - 4)

Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan

NS AR W e

Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)




Lampiran 1l Keputusan Bupati

Nomor
Tanggal
Perincian Pembetulan SKPDXB :
a. Salah tulis pada :
1) s SEMUIE oot SERAIUSNIYA ..o e e reennns
2) e s SEMUEG 1ottt SERATUSIIVE .o
3} e cesenes SEMUIE e . 5eharusnya ....ooveve e,
Al e SETIUA oo ees oo SEHATUSNIYA ... cvee e cievrrerseccareerane eareens
b. Salah tulis, salah hitung dan/atau keketiruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir
Il dengan perincian sebagai berikut :
Uraian Semula {Rp) | Seharusnya (Rp) Keterangan
1 NPOP
2. NPOPTKP
3. NPOPKP {1 -2}
4. | Pajak yang seharusnya terutang
5. | Pajak yang telah dibayar i
6. | Diperhitungkan :
6.3. Pokok STPD
6.b. Pengurangan ]
6.¢. Jumlah {6.a + 6.b)
7. | Jumiah yang dapat diperhitungkan {5 + 6.c)
8. | Pajak yang kurang dibayar (4 —7)
9. | Sanksi Administrast berupa bunga 2% sebutan
10. | Jumlab yang masih harus dibayar (8 + 9}




Perincian Pembetulan SKPDKBT :

Salah tulis pada :
1) semula

Lampiran H Keputusan Bupati
Nomor
Tanggal

ver SBNAFUSIIVA wooeerrsusrassnnesossorsessssssranrsons

2) it et ge vt semuila ..

seharusnya

3) semula

SENAPUSIIYA ..co.vvvecrerrrsrearoosssssnsosisonas

94} .. semula

seharusnya

Salah tulis, salah hitung danfatau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir

i1 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian

Semula {Rp) | Seharusnya (Rp} Keterangan

NPOP

NPOFPTKP

NPOPKP {1 - 2)

Pajak yang seharusnya terutang

Pajak yang telah dibayar

SR Pl ol Eod [

Diperhitungkan :

6.a. Pokok STPD

6.b. Pokok SKPDKB

6.c. Pengurangan

6.d. Jumlah (6.2 + 6.b + 6.¢)

Jumlah yang dapat diperhitungkan {5 + 6.d)

Pajak yang kurang dibayar {4 -7)

Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan

I bl

Jumiah yang masih harus dibayar (8 + 9)

Coawp i e TR
T30Sy 20d

aaaaaa

N

BANPATI KUBURAYA,




:

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 ~r2- 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH

A. Contoh Dokumen
Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAN PROVINSIKABUPATEN/XKOTA. ...
TANDA BUKT! PEMBAYARAN

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ... ... ... ...

c. Dari Nama :
Alamat

d.  Sebagai pembayaran

Jumiah
Kode Rekening Rp.)
f. Tanggal diterima uang
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan Pembayar/Penyetor
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap} nama len
NIP.
Lembar ash : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaarn/ Bendahara Pembantu

Salinan 2 L Arsip




